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ABSTRAK

NURAINUM :   NIM 2010/55033. PELAYANAN AIR BERSIH OLEH BADAN 
PENGELOLAAN AIR BERSIH NAGARI (BPABN) DI 
NAGARI LANSEK KADOK KABUPATEN PASAMAN

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya pelaksanaan pelayanan 
publik khususnya pelayanan air bersih yang diberikan oleh Badan Pengelolaan Air 
Besih Nagari Lansek Kadok di Nagari Lansek Kadok. Masih adanya masyarakat yang 
mengeluh atas pelayanan yang diterimanya karena masih adanya faktor-faktor 
penghambat dalam pelaksanaan pelayanan BPABN di Nagari Lansek Kadok 
Kabupaten Pasaman. Penelitian ini bertujuan untuk 1) Mengidentifikasi alasan belum 
optimalnya BPABN dalam melayani masyarakat Nagari Lansek Kadok Kabupaten 
Pasaman, 2) Mengetahui yang menjadi faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan 
pelayanan BPABN di Nagari Lansek Kadok Kabupaten Pasaman serta 3) Mengetahui 
solusi yang tepat dalam mengatasi faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan 
pelayanan BPABN di Nagari Lansek Kadok Kabupaten Pasaman.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Pemilihan 
informan dilakukan dengan teknik purposive sampling. Jenis datanya adalah data 
primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan studi 
dokumentasi. Sedangkan uji keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi 
sumber. Kemudian data dianalisis dengan cara reduksi data, analisis data, dan 
penarikan kesimpulan atau verivikasi.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan 
publik yang diselenggarakan oleh Badan Pengelolaan Air Bersih Nagari Lansek 
Kadok di nagari Lansek Kadok Kabupaten Pasaman masih belum optimal, 
dikarenakan masih adanya pelanggan yang mengluh atas kelambanan pengelola 
dalam menanggapi pengaduan keluhan pelanggan. Belum memadainya kualitas dan 
kuantitas pengelola BPABN dalam pelaksanaan pelayanan publik, serta kurang 
memadainya sarana fisik pelayanan yang dimiliki oleh BPABN. Serta tidak adanya 
patokan waktu pelayanan yang resmi dari pengelola BPABN dalam pelaksanaan 
pelayanannya, sehingga pelanggan merasa pelayanan yang diberikan oleh BPABN 
tergolong lamban.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang berbentuk Republik yang terdiri 

dari provinsi-provinsi dan kabupaten/kota yang merupakan daerah otonom. 

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam UU No. 32 tahun 2004 bahwa Otonomi

daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur

dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 

setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan diberlakukannya otonomi daerah ini, banyak daerah-daerah yang 

berlomba-lomba untuk menjadikan daerahnya lebih baik, seperti dalam menambah 

pendapatan daerah atau juga memperbanyak penyelenggaraan pelayanan publik 

dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat sekitar. Hal ini bertujuan untuk 

mensejahterakan penduduk yang berada di daerah, karena tujuan penyelenggaraan 

pemerintah daerah salah satunya adalah untuk kesejahteraan masyarakat.

Pelayanan untuk masyarakat atau pelayanan publik dapat dilakukan dengan 

berbagai cara, dan dapat diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. Menurut 

pendapat Agus Dwiyanto (2011:18) ”Pelayanan publik tidak lagi tepat untuk 

dipahami sebagai pelayanan dari pemerintah, begitu juga pelayanan swasta yang tidak 

dapat dipahami hanya sebagai pelayanan oleh non pemerintah, pelayanan publik 
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harus dilihat dari karakteristik lembaga penyelenggaannya atau sumber 

pembiayaannya”.

Kabupaten Pasaman merupakan pemerintah daerah bagian utara Sumatera Barat.

Kabupeten Pasaman memiliki 12 (dua belas) Kecamatan, salah satunya adalah 

Kecamatan Rao Selatan yang terletak di bagian utara Kabupaten Pasaman. Sedangkan 

di kecamatan Rao Selatan terdapat tiga Nagari yaitu, Nagari Lansek Kadok, Nagari 

Lubuk Layang dan Nagari Tanjung Betung. Masyarakat di nagari Lansek Kadok 

secara aktif terlibat langsung dalam pelaksanaan pelayanan publik yang ada di nagari 

Lansek Kadok. Masyarakat mendirikan organisasi yang bernama Badan Pengelolaan 

Air Bersih Nagari (BPABN) dengan persetujuan pemerintah nagari yang bertujuan 

melayani masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan mereka akan air bersih.

Sebelumnya pemerintah telah menyediakan air bersih yang dapat dikonsumsi 

secara langsung. Pemerintah membangun perusahaan air bersih di setiap daerah-

daerah yang disebut juga dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang 

bertujuan untuk memudahkan masyarakat untuk mendapatkan air bersih yang layak 

di konsumsi.

Walaupun Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) ada untuk memenuhi 

kebutuhan air bersih masyarakat dengan menawarkan berbagai macam harga untuk 

setiap golongan pelanggan, sesuai dengan hasil observasi penulis di kantor PDAM 

Kecamatan Tapus Kabupaten Pasaman pada tanggal 10 februari 2014, harga PDAM 

mulai dari Rp 22.500,-  sampai dengan Rp. 31.500,-, dengan waktu pembayaran harus 
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sesuai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran. Namun hal tersebut memberatkan

masyarakat, sehingga masyarakat nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan tidak 

ada yang tercatat sebagai pelanggan PDAM.

Sesuai dengan hasil observasi awal penulis di Kenagarian Lansek Kadok, 

Kabupaten Pasaman pada 10 februari 2014, berbagai alasan dikemukakan oleh 

masyarakat yang tidak menjadi pelanggan PDAM, salah satu masyarakat yang 

penulis wawancarai bernama Nofri yetti menuturkan bahwa “untuk menjadi 

pelanggan PDAM terlalu sulit, karena harus membayar tagihan tepat waktu, harga 

bebanpun terlalu mahal.” Pendapat ini juga banyak dikemukakan oleh masyarakat 

yang tidak berminat menjadi pelanggan PDAM.

Berdasarkan dari permasalahan di atas, masyarakat Nagari Lansek Kadok 

memanfaatkan potensi alam yang ada dalam nagari, masyarakat membuat 

infrastruktur air bersih yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Air Bersih Nagari

(BPABN) dan air bersih tersebut langsung dialirkan ke rumah masyarakat.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pemerintah nagari memiliki kewajiban 

mengembangkan potensi sumberdaya alam dan melestarikan lingkungan hidup, 

dengan menggali inisiatif dan partisipasi masyarakat lokal untuk meningkatkan 

kemampuannya memanfaatkan sekaligus memelihara dan menjaga kelestarian 

sumberdaya alam, sehingga masyarakat dapat berperan aktif dalam pelaksanaan 

pelayanan publik.
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Sejalan dengan pendapat Agus Dwiyanto (2011:69)

Korporasi organisasi sosial kemasyarakatan, dan organisasi non pemerintahan 
lainnya dapat terlibat aktif dalam penyelenggaraan layanan publik. 
Keberadaan mereka sebagai penyelenggara layanan publik penting untuk 
dipelihara sebagai pilihan penyelenggara bagi warga pengguna agar mereka 
dapat memilih pelayanan publik sesuai keinginan dan kebutuhannya.

Hal ini sesuai dengan BPABN yang dikelola oleh masyarakat nagari Lansek Kadok 

sendiri dan melaksanakan pelayanan untuk masyarakat nagari.

BPABN berbentuk Kelompok Usaha Masyarakat, yang dibentuk berdasarkan 

hasil musyawarah masyarakat, BAMUS dan Pemerintahan Nagari Lansek kadok. Air 

bersih dari BPABN bersumber dari anak air Sopan Tarontang terletak di Jorong II 

Koto Panjang Kenagarian Lansek Kadok sendiri. BPABN akan mempermudah 

masyarakat Nagari Lansek Kadok untuk mendapatkan air bersih untuk di konsumsi 

dan dengan harga yang terjangkau untuk semua kalangan masyarakat Nagari.

Pelanggan BPABN merupakan masyarakat Nagari Lansek Kadok yaitu Jorong 

II Koto Panjang, Jorong I Lansek Kadok, dan Jorong III Rambah serta masyarakat 

Jorong 8 Simpang Empat Nagari Lubuk Layang. BPABN menetapkan beban harga 

yang sama untuk semua kalangan masyarakat, dan juga sangat terjangkau untuk 

masyarakat Nagari Lansek Kadok yaitu Rp 10.000,-. Hal ini menyebabkan banyak

masyarakat yang ingin menjadi pelanggan dari BPABN.

Karena banyaknya masyarakat yang berminat menjadi pelanggan dari BPABN, 

sekitar bulan Juli 2013 BPABN menerima bantuan dana dari Program Nasional 

Pemberdayaan Masyarakat- Mandiri Pedesaan (PNPM-MP). Bantuan itu digunakan 
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untuk memperbesar dan menambah kapasitas penampungan air bersih pada bak induk 

penampungan. Hal ini bertujuan agar semua masyarakat yang jadi pelanggan BPABN  

tidak mengalami kekurangan air bersih. Dengan adanya bantuan itu juga BPABN

menambah kapasitas pelanggan sehingga tercatat sekitar 170 kk dari Nagari Lansek 

Kadok dan 52 kk dari Nagari Lubuk Layang dengan total 287 kk yang telah menjadi 

pelanggan dari BPABN.

Namun pada kenyataannya masih ada permasalahan yang ditemukan oleh

BPABN dalam pelaksanaan pelayanannya, seperti permasalahan masih adanya 

pelanggan yang mengeluh karena air masih mengalir secara tidak merata keseluruh 

rumah pelanggan BPABN. Pelanggan yang bertempat tinggal jauh dari sumber air 

bersih masih sering tidak kebagian air bersih. Sedangkan pelanggan yang dekat 

dengan sumber air mandapatkan lebih banyak air dari sebelumnya. Selain itu

pelanggan juga mengeluh atas air yang mengalir masih banyak mengandung kotoran

seperti lumpur air dan juga pasir, dan ketika hujan, air yang mengalir akan berubah 

menjadi keruh karena penyaringan air yang digunakan masih sangat sederhana.

Seperti masyarakat Jorong III Rambah yang mengeluh tentang air yang tidak 

mengalir secara merata dan tidak mengalir secara terus menerus, melainkan hanya 

mengalir pada malam hari saja, padahal air bersih sangat dibutuhkan masyarakat 

untuk aktivitas sehari-hari mereka pada siang hari. sesuai dengan hasil observasi 

penulis pada 10 mei 2014 semua pelanggan yang berjumlah 10 kk berasal dari Jorong 

III Rambah mengeluh akan hal tersebut.
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Selain itu masyarakat Jorong I Lansek Kadok juga mengeluh akan 

permasalahan air yang mengalir tidak merata kerumah-rumah pelanggan.Pelanggan 

yang berasal dari Jorong I Lansek Kadok yang berjumlah 110 kk, sebanyak 97 kk 

mengeluh tentang ketidak merataannya air yang mengalir ke rumah mereka, hal 

tersebut juga disebabkan seringnya terjadi kebocoran pipa paralon cabang untuk 

pelanggan, sehingga air tidak mengalir ke rumah pelanggan dan air terbuang sia-sia.

BPABN yang bertujuan untuk melayani masyarakat Nagari Lansek Kadok, 

tidak hanya memprioritaskan pelayanan di Nagari Lansek Kadok saja, namun 

membagi dengan masyarakat Nagari lain yaitu Nagari Lubuk Layang. Hal ini 

dianggap masyarakat ketidak adilan BPABN dalam pelayanannya, masyarakat Nagari 

Lansek Kadok yang seharusnya menjadi prioritas utama sering tidak kebagian air 

bersih jika dibandingkan dengan masyarakat Jorong 8 Simpang Empat Nagari Lubuk 

Layang.

Pengelola BPABN yang berkewajiban menjaga meteran air tetap berfungsi 

dengan baik tidak melakukan tugasnya dengan sempurna, dikarenakan tidak adanya 

pengecekan meteran secara rutin yang dilakukan oleh para pengelola BPABN.

Pengelola BPABN yang melayani pelanggan sering di kritik pelanggan karena 

kurang tanggapnya mengatasi permasalahan yang ada. Pengelolapun sering tidak 

menanggapi pengaduan pelanggan tentang permasalahan yang dihadapi pelanggan,

dan seringnya terjadi keterlambatan dalam menanggapai pengaduan pelanggan

tersebut atau pengelola sering mengundur-undur waktu. Hal ini membuktikan 
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rendahnya kualitas sumberdaya manusia yang jadi pengelola BPABN, dan kurangnya 

kemauan pengelola untuk mendengarkan keluhan pelanggan serta kurangnya 

kemauan pengelola untuk memberikan pelayanan yang berkualitas pada 

pelanggannya.

Berdasarkan pada permasalah yang dikemukakan diatas penulis tertarik 

melakukan penelitian yang berjudul “PELAYANAN AIR BERSIH OLEH BADAN 

PENGELOLAAN AIR BERSIH NAGARI (BPABN) DI NAGARI LANSEK  

KADOK KABUPATEN PASAMAN”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian keterangan di atas maka dapat di identifikasi masalah 

sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pelayanan Badan Pengelolaan Air Bersih Nagari di Nagari Lansek 

Kadok Kabupaten Pasaman masih mengalami permasalahan.

2. Kurang meratanya air yang mengalir ke rumah-rumah pelanggan Badan 

Pengeloaan Air Bersih Nagari.

3. Seringnya terjadi kerusakan pipa parolon sambungan pelanggan.

4. Sumberdaya manusia yang menjadi pengelola Badan Pengelolaan Air Bersih 

Nagari kurang tanggap dalam mengatasi permasalahan yang ada.
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C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terfokus dan objek pembahasan lebih terarah, maka 

yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini adalah pelaksanaan pelayanan air 

bersih oleh Badan Pengelolaan Air Bersih Nagari (BPABN) di Nagari Lansek Kadok

Kabupaten Pasaman.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan Identifikasi dan batasan masalah sebagaimana yang telah diuraikan 

di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Mengapa BPABN belum optimal dalam melayani masyarakat Nagari Lansek 

Kadok Kabupaten Pasaman ?

2. Apa saja yang menjadi faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pelayanan 

BPABN di Nagari Lansek Kadok Kabupaten Pasaman ?

3. Bagaimanakah solusi yang tepat dalam mengatasi faktor-faktor penghambat 

pelaksanaan pelayanan BPABN di Nagari Lansek Kadok Kabupaten Pasaman ?

E. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi mengapa belum optimalnya BPABN dalam melayani masyarakat 

Nagari Lansek Kadok Kabupaten Pasaman.

2. Mengetahui yang menjadi faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pelayanan 

BPABN di Nagari Lansek Kadok Kabupaten Pasaman.
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3. Mencari solusi yang tepat dalam mengatasi faktor-faktor penghambat dalam 

pelaksanaan pelayanan BPABN di Nagari Lansek Kadok Kabupaten Pasaman.

F. Manfaat penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang dikemukakan penulis di atas, maka 

penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk.

1. Secara Teoritis.

Untuk pengembangan konsep ilmu pengetahuan, terutama yang berhubungan 

dengan pelayanan publik serta pemerintahan nagari, disamping itu juga dapat menjadi 

salah satu pengalaman dan sumber pengetahuan dan wawasan yang suatu saat akan 

berguna bagi penulis.

2. Secara Praktis.

Sebagai bahan acuan bagi pemerintah pusat dan daerah agar dapat 

merencanakan strategi pelayanan publik yang lebih baik dimasa yang akan datang. 

Selain itu sebagai acuan bagi BPABN untuk meningkatkan pelayanan terhadap 

masyarakat, juga untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman masyarakat nagari 

Lansek Kadok tentang pelayanan publik.
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ABSTRAK

NURAINUM  :   NIM 2010/55033. PELAYANAN AIR BERSIH OLEH BADAN PENGELOLAAN AIR BERSIH NAGARI (BPABN) DI NAGARI LANSEK KADOK KABUPATEN PASAMAN



Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya pelaksanaan pelayanan publik khususnya pelayanan air bersih yang diberikan oleh Badan Pengelolaan Air Besih Nagari Lansek Kadok di Nagari Lansek Kadok. Masih adanya masyarakat yang mengeluh atas pelayanan yang diterimanya karena masih adanya faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pelayanan BPABN di Nagari Lansek Kadok Kabupaten Pasaman. Penelitian ini bertujuan untuk 1) Mengidentifikasi alasan belum optimalnya BPABN dalam melayani masyarakat Nagari Lansek Kadok Kabupaten Pasaman, 2) Mengetahui yang menjadi faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pelayanan BPABN di Nagari Lansek Kadok Kabupaten Pasaman serta 3) Mengetahui solusi yang tepat dalam mengatasi faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pelayanan BPABN di Nagari Lansek Kadok Kabupaten Pasaman.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling. Jenis datanya adalah data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Sedangkan uji keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi sumber. Kemudian data dianalisis dengan cara reduksi data, analisis data, dan penarikan kesimpulan atau verivikasi.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Badan Pengelolaan Air Bersih Nagari Lansek Kadok di nagari Lansek Kadok Kabupaten Pasaman masih belum optimal, dikarenakan masih adanya pelanggan yang mengluh atas kelambanan pengelola dalam menanggapi pengaduan keluhan pelanggan. Belum memadainya kualitas dan kuantitas pengelola BPABN dalam pelaksanaan pelayanan publik, serta kurang memadainya sarana fisik pelayanan yang dimiliki oleh BPABN. Serta tidak adanya patokan waktu pelayanan yang resmi dari pengelola BPABN dalam pelaksanaan pelayanannya, sehingga pelanggan merasa pelayanan yang diberikan oleh BPABN tergolong lamban.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang berbentuk Republik yang terdiri dari provinsi-provinsi dan kabupaten/kota yang merupakan daerah otonom. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam UU No. 32 tahun 2004 bahwa Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan diberlakukannya otonomi daerah ini, banyak daerah-daerah yang berlomba-lomba untuk menjadikan daerahnya lebih baik, seperti dalam menambah pendapatan daerah atau juga memperbanyak penyelenggaraan pelayanan publik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat sekitar. Hal ini bertujuan untuk mensejahterakan penduduk yang berada di daerah, karena tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah salah satunya adalah untuk kesejahteraan masyarakat.

Pelayanan untuk masyarakat atau pelayanan publik dapat dilakukan dengan berbagai cara, dan dapat diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. Menurut pendapat Agus Dwiyanto (2011:18) ”Pelayanan publik tidak lagi tepat untuk dipahami sebagai pelayanan dari pemerintah, begitu juga pelayanan swasta yang tidak dapat dipahami hanya sebagai pelayanan oleh non pemerintah, pelayanan publik 

harus dilihat dari karakteristik lembaga penyelenggaannya atau sumber pembiayaannya”.

Kabupaten Pasaman merupakan pemerintah daerah bagian utara Sumatera Barat. Kabupeten Pasaman memiliki 12 (dua belas) Kecamatan, salah satunya adalah Kecamatan Rao Selatan yang terletak di bagian utara Kabupaten Pasaman. Sedangkan di kecamatan Rao Selatan terdapat tiga Nagari yaitu, Nagari Lansek Kadok, Nagari Lubuk Layang dan Nagari Tanjung Betung. Masyarakat di nagari Lansek Kadok secara aktif terlibat langsung dalam pelaksanaan pelayanan publik yang ada di nagari Lansek Kadok. Masyarakat mendirikan organisasi yang bernama Badan Pengelolaan Air Bersih Nagari (BPABN) dengan persetujuan pemerintah nagari yang bertujuan melayani masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan mereka akan air bersih.

Sebelumnya pemerintah telah menyediakan air bersih yang dapat dikonsumsi secara langsung. Pemerintah membangun perusahaan air bersih di setiap daerah-daerah yang disebut juga dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat untuk mendapatkan air bersih yang layak di konsumsi.

Walaupun Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) ada untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat dengan menawarkan berbagai macam harga untuk setiap golongan pelanggan, sesuai dengan hasil observasi penulis di kantor PDAM Kecamatan Tapus Kabupaten Pasaman pada tanggal 10 februari 2014, harga PDAM mulai dari Rp 22.500,-  sampai dengan Rp. 31.500,-, dengan waktu pembayaran harus sesuai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran. Namun hal tersebut memberatkan masyarakat, sehingga masyarakat nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan tidak ada yang tercatat sebagai pelanggan PDAM.

Sesuai dengan hasil observasi awal penulis di Kenagarian Lansek Kadok, Kabupaten Pasaman pada 10 februari 2014, berbagai alasan dikemukakan oleh masyarakat yang tidak menjadi pelanggan PDAM, salah satu masyarakat yang penulis wawancarai bernama Nofri yetti menuturkan bahwa “untuk menjadi pelanggan PDAM terlalu sulit, karena harus membayar tagihan tepat waktu, harga bebanpun terlalu mahal.” Pendapat ini juga banyak dikemukakan oleh masyarakat yang tidak berminat menjadi pelanggan PDAM.

Berdasarkan dari permasalahan di atas, masyarakat Nagari Lansek Kadok memanfaatkan potensi alam yang ada dalam nagari, masyarakat membuat infrastruktur air bersih yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Air Bersih Nagari (BPABN) dan air bersih tersebut langsung dialirkan ke rumah masyarakat.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pemerintah nagari memiliki kewajiban mengembangkan potensi sumberdaya alam dan melestarikan lingkungan hidup, dengan menggali inisiatif dan partisipasi masyarakat lokal untuk meningkatkan kemampuannya memanfaatkan sekaligus memelihara dan menjaga kelestarian sumberdaya alam, sehingga masyarakat dapat berperan aktif dalam pelaksanaan pelayanan publik.



Sejalan dengan pendapat Agus Dwiyanto (2011:69)

Korporasi organisasi sosial kemasyarakatan, dan organisasi non pemerintahan lainnya dapat terlibat aktif dalam penyelenggaraan layanan publik. Keberadaan mereka sebagai penyelenggara layanan publik penting untuk dipelihara sebagai pilihan penyelenggara bagi warga pengguna agar mereka dapat memilih pelayanan publik sesuai keinginan dan kebutuhannya.

Hal ini sesuai dengan BPABN yang dikelola oleh masyarakat nagari Lansek Kadok sendiri dan melaksanakan pelayanan untuk masyarakat nagari.

BPABN berbentuk Kelompok Usaha Masyarakat, yang dibentuk berdasarkan hasil musyawarah masyarakat, BAMUS dan Pemerintahan Nagari Lansek kadok. Air bersih dari BPABN bersumber dari anak air Sopan Tarontang terletak di Jorong II Koto Panjang Kenagarian Lansek Kadok sendiri. BPABN akan mempermudah masyarakat Nagari Lansek Kadok untuk mendapatkan air bersih untuk di konsumsi dan dengan harga yang terjangkau untuk semua kalangan masyarakat Nagari.

Pelanggan BPABN merupakan masyarakat Nagari Lansek Kadok yaitu Jorong II Koto Panjang, Jorong I Lansek Kadok, dan Jorong III Rambah serta masyarakat Jorong 8 Simpang Empat Nagari Lubuk Layang. BPABN menetapkan beban harga yang sama untuk semua kalangan masyarakat, dan juga sangat terjangkau untuk masyarakat Nagari Lansek Kadok yaitu Rp 10.000,-. Hal ini menyebabkan banyak masyarakat yang ingin menjadi pelanggan dari BPABN.

Karena banyaknya masyarakat yang berminat menjadi pelanggan dari BPABN, sekitar bulan Juli 2013 BPABN menerima bantuan dana dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat- Mandiri Pedesaan (PNPM-MP). Bantuan itu digunakan untuk memperbesar dan menambah kapasitas penampungan air bersih pada bak induk penampungan. Hal ini bertujuan agar semua masyarakat yang jadi pelanggan BPABN  tidak mengalami kekurangan air bersih. Dengan adanya bantuan itu juga BPABN menambah kapasitas pelanggan sehingga tercatat sekitar 170 kk dari Nagari Lansek Kadok dan 52 kk dari Nagari Lubuk Layang dengan total 287 kk yang telah menjadi pelanggan dari BPABN.

Namun pada kenyataannya masih ada permasalahan yang ditemukan oleh BPABN dalam pelaksanaan pelayanannya, seperti permasalahan masih adanya pelanggan yang mengeluh karena air masih mengalir secara tidak merata keseluruh rumah pelanggan BPABN. Pelanggan yang bertempat tinggal jauh dari sumber air bersih masih sering tidak kebagian air bersih. Sedangkan pelanggan yang dekat dengan sumber air mandapatkan lebih banyak air dari sebelumnya. Selain itu pelanggan juga mengeluh atas air yang mengalir masih banyak mengandung kotoran seperti lumpur air dan juga pasir, dan ketika hujan, air yang mengalir akan berubah menjadi keruh karena penyaringan air yang digunakan masih sangat sederhana.

Seperti masyarakat Jorong III Rambah yang mengeluh tentang air yang tidak mengalir secara merata dan tidak mengalir secara terus menerus, melainkan hanya mengalir pada malam hari saja, padahal air bersih sangat dibutuhkan masyarakat untuk aktivitas sehari-hari mereka pada siang hari. sesuai dengan hasil observasi penulis pada 10 mei 2014 semua pelanggan yang berjumlah 10 kk berasal dari Jorong III Rambah mengeluh akan hal tersebut.

Selain itu masyarakat Jorong I Lansek Kadok juga mengeluh akan permasalahan air yang mengalir tidak merata kerumah-rumah pelanggan.Pelanggan yang berasal dari Jorong I Lansek Kadok yang berjumlah 110 kk, sebanyak 97 kk mengeluh tentang ketidak merataannya air yang mengalir ke rumah mereka, hal tersebut juga disebabkan seringnya terjadi kebocoran pipa paralon cabang untuk pelanggan, sehingga air tidak mengalir ke rumah pelanggan dan air terbuang sia-sia.

BPABN yang bertujuan untuk melayani masyarakat Nagari Lansek Kadok, tidak hanya memprioritaskan pelayanan di Nagari Lansek Kadok saja, namun membagi dengan masyarakat Nagari lain yaitu Nagari Lubuk Layang. Hal ini dianggap masyarakat ketidak adilan BPABN dalam pelayanannya, masyarakat Nagari Lansek Kadok yang seharusnya menjadi prioritas utama sering tidak kebagian air bersih jika dibandingkan dengan masyarakat Jorong 8 Simpang Empat Nagari Lubuk Layang.

Pengelola BPABN yang berkewajiban menjaga meteran air tetap berfungsi dengan baik tidak melakukan tugasnya dengan sempurna, dikarenakan tidak adanya pengecekan meteran secara rutin yang dilakukan oleh para pengelola BPABN.

Pengelola BPABN yang melayani pelanggan sering di kritik pelanggan karena kurang tanggapnya mengatasi permasalahan yang ada. Pengelolapun sering tidak menanggapi pengaduan pelanggan tentang permasalahan yang dihadapi pelanggan, dan seringnya terjadi keterlambatan dalam menanggapai pengaduan pelanggan tersebut atau pengelola sering mengundur-undur waktu. Hal ini membuktikan rendahnya kualitas sumberdaya manusia yang jadi pengelola BPABN, dan kurangnya kemauan pengelola untuk mendengarkan keluhan pelanggan serta kurangnya kemauan pengelola untuk memberikan pelayanan yang berkualitas pada pelanggannya.

Berdasarkan pada permasalah yang dikemukakan diatas penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “PELAYANAN AIR BERSIH OLEH BADAN PENGELOLAAN AIR BERSIH NAGARI (BPABN) DI NAGARI LANSEK  KADOK  KABUPATEN PASAMAN”

B.  Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian keterangan di atas maka dapat di identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pelayanan Badan Pengelolaan Air Bersih Nagari di Nagari Lansek Kadok Kabupaten Pasaman masih mengalami permasalahan.

2. Kurang meratanya air yang mengalir ke rumah-rumah pelanggan Badan Pengeloaan Air Bersih Nagari.

3. Seringnya terjadi kerusakan pipa parolon sambungan pelanggan.

4. Sumberdaya manusia yang menjadi pengelola Badan Pengelolaan Air Bersih Nagari kurang tanggap dalam mengatasi permasalahan yang ada.





C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terfokus dan objek pembahasan lebih terarah, maka yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini adalah pelaksanaan pelayanan air bersih oleh Badan Pengelolaan Air Bersih Nagari (BPABN) di Nagari Lansek Kadok Kabupaten Pasaman.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan Identifikasi dan batasan masalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Mengapa BPABN belum optimal dalam melayani masyarakat Nagari Lansek Kadok Kabupaten Pasaman ?

2. Apa saja yang menjadi faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pelayanan BPABN di Nagari Lansek Kadok Kabupaten Pasaman ?

3. Bagaimanakah solusi yang tepat dalam mengatasi faktor-faktor penghambat pelaksanaan pelayanan BPABN di Nagari Lansek Kadok Kabupaten Pasaman ?

E. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi mengapa belum optimalnya BPABN dalam melayani masyarakat Nagari Lansek Kadok Kabupaten Pasaman.

2. Mengetahui yang menjadi faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pelayanan BPABN di Nagari Lansek Kadok Kabupaten Pasaman.

3. Mencari solusi yang tepat dalam mengatasi faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pelayanan BPABN di Nagari Lansek Kadok Kabupaten Pasaman.

F. Manfaat penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang dikemukakan penulis di atas, maka penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk.

1. Secara Teoritis.

Untuk pengembangan konsep ilmu pengetahuan, terutama yang berhubungan dengan pelayanan publik serta pemerintahan nagari, disamping itu juga dapat menjadi salah satu pengalaman dan sumber pengetahuan dan wawasan yang suatu saat akan berguna bagi penulis.

2. Secara Praktis.

Sebagai bahan acuan bagi pemerintah pusat dan daerah agar dapat merencanakan strategi pelayanan publik yang lebih baik dimasa yang akan datang. Selain itu sebagai acuan bagi BPABN untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, juga untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman masyarakat nagari Lansek Kadok tentang pelayanan publik.
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BAB II
KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Kepustakaan

1. Konsep Pelayanan Publik

a. Pengertian Pelayan Publik

Untuk menjadikan masyarakat sejahtera dan mampu memenuhi kebutuhannya, peranan Pemerintah sangatlah penting untuk mewujudkannya. Pemerintah harus berupaya seoptimal mungkin untuk melayani masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Seiring dengan perkembangan zaman, pelayanan publikpun terus mengalami perubahan karena tuntutan dari masyarakat. Masyarakat menginginkan pelayanan yang baik dari Pemerintah, pelayanan yang mementingkan kepentingan masyarakat.

Pelayanan publik menurut UU No 25 tahun 2009 adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelengga pelayanan publik. Lijan Poltak Sinambela, dkk (2006:5) menyatakan bahwa

Pelayanan publik diartikan  pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pelayanan publik adalah pemenuhan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara. Negara didirikan oleh publik (masyarakat) tentu saja dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pelayanan publik menurut Sinambela (dalam Pasolong 2007:128) adalah “sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik”.

Dari penjelasan tentang pelayanan publik diatas dapat penulis simpulkan bahwa pelayanan publik merupakan kegiatan pemberian pelayanan dari pemerintah untuk masyarakatnya dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat akan barang, jasa ataupun pelayanan secara administratif dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pelayanan yang diberikan pemerintah hendaknya dapat memuaskan masyarakat, dengan demikian pelayanan publik dapat dikatakan baik dan optimal.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Fitzsimmon (dalam Inu Kencana:2003:116), bahwa “rasa puas orang yang memerlukan pelayanan bisa diartikan dengan memperbandingkan bagaimana pandangan antara pelayanan bisa diartikan dengan harapan pelayanan yang diharapkan”. Terkait dengan hal ini Inu Kencana menyatakan bahwa “pelayanan terdiri dari tiga unsur pokok yaitu : (1) Biayanya relatif harus lebih rendah, (2) Waktu untuk mengerjakan relatif cepat, dan (3) mutu yang diberikan relatif bagus. Ketiga hal tersebut dapat mempengaruhi kepuasan masyarakat atas pelayanan yang mereka dapatkan dari para pelaksana pelayanan publik”.

Menurut Moenir (1992:41) sebagai pihak yang ingin memperoleh pelayanan yang baik dan memuaskan, dapat diwujudkan dengan :

1) Adanya kemudahan dalam pengurusan kepentingan dengan pelayanan yang cepat dalam arti tanpa hambatan yang kadang kala dibuat-buat.

2) Memperoleh pelayanan secara wajar tanpa gerutu, sindiran atau untaian kata lain semacam itu yang nadanya mengarah pada permintaan sesuatu.

3) Mendapatkan perlakuan yang sama dalam pelayanan terhadap kepentingan yang sama, tertib dan tidak diskriminasi.

4) Pelayanan yang jujur dan terus terang

Pelaksana pelayanan publik yang tertera dalam UU no.25 tahun 2009 adalah pejabat, pegawai, petugas dan setiap orang bekerja didalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik. Dengan demikian BPABN juga merupakan pelaksana pelayanan publik, yang bertugas melayani masyarakat atau pelanggannya dengan baik dan seoptimal mungkin.

Parasuraman (1985) dalam Tjiptono (2008:108), mengidentifikasi 10 dimensi pokok layanan yaitu reliabilitas, daya tanggap, kompetensi, akses, komunikasi, kredibilitas, Kesopanan, keamanan, kemampuan memahami pelanggan, dan bukti fisik.

1) Reliabilitas, mencakup dua aspek utama, yaitu konsistensi kinerja (performance) dan sifat terpercaya (dependability). Hal ini berarti perusahaan mampu menyampaikan layanannya secara benar sejak awal (right the first time), memenuhi janjinya secara akurat dan andal (misalnya memberikan layanan sesuai dengan jadwal yang disepakati), menyimpan data (record) secara tepat, dan mengirimkan tagihan yang akurat.

2) Responsivitas atau daya tanggap, yaitu kesediaan dan kesiapan para karyawan untuk membantu dan melayani para pelanggan dengan segera. Beberapa contoh diantaranya : ketepatan waktu layanan, pengiriman slip transaksi secepatnya, kecepatan menghubungi kembali pelanggan, dan penyampaian layanan secara cepat.

3) Kompetensi, yaitu penguasaan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan agar dapat melayani sesuai dengan kebutuhan pelanggan, termasuk didalamnya adalah pengetahuan personil dukungan operasional, dan kapabilitas riset organisasi.

4) Akses meliputi kemudahan untuk dihubungi atau ditemui (approachability) dan kemudahan kontak. Hal ini berarti lokasi fasilitas layanan mudah dijangkau, waktu mengantri atau menunggu tidak terlalu lama, saluran komunikasi perusahaan mudah dihubungi (contohnya, telepon, surat, email, fax websites, dan seterusnya), dan jam operasi nyaman.

5) Kesopanan (courtesy), meliputi sikap santun, respek, atensi, dan keramahan para karyawan kontak (seperti resepsionis, operator telepon, bell person, taller bank, dan lain-lain).

6) Komunikasi artinya menyampaikan informasi kepada para pelanggan dalam   bahasa  yang  mudah  mereka  pahami,  serta   selalu   mendengarkan  saran   dan 

keluhan pelanggan, termasuk didalamnya adalah penjelasan mengenai jasa layanan yang ditawarkan, biaya layanan, trade-off antara layanan dan biaya, serta proses penanganan masalah potensi yang mungkin timbul.

7) Kredibilitas, yaitu sifat jujur dan dapat dipercaya. Kredibilitas mencakup nama perusahaan, reputasi perusahaan, karakter pribadi karyawan kontak, dan interaksi dengan pelanggan.

8) Keamanan (security), yaitu bebas dari bahaya, resiko atau keragu-raguan, termasuk didalamnya adalah kemanan secara fisik (physical safety), keamanan financial (financial security), privasi, dan kerahasiaan (confidentiality).

9) Kemampuan memahami pelanggan dan kebutuhan spesifik mereka, memberikan perhatian individual, mengenai pelanggan regular.

10) Bukti Fisik (tangibles), meliputi penampilan fasilitas fisik, peralatan, personel, dan bahan-bahan komunikasi perusahaan (seperti kartu bisnis, kop surat, dan lain-lain)

Dari penjelasan diata dapat penulis simpulkan bahwa, bentuk pelayanan dapat berbeda-beda bentuknya, sesuai dengan kebutuhan bagi penerima pelanggan, Sedangkan BPABN merupakan pelayanan yang mengalirkan air bersih kepada setiap pelanggannya yang berada di Nagari Lansek Kadok.

BPABN yang merupakan organisasi penyelenggara pelayanan publik menurut UU no.25 tahun 2009 berkewajiban menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan tujuan pembentukannya. Selain itu disebutkan pula bahwa penyelenggara dan seluruh bagian organisasi penyelenggara bertanggung jawab atas ketidakmampuan, pelanggaran, dan kegagalan penyelenggara pelayanan. Dengan demikian BPABN harus memperhatikan tujuan pembentukannya dalam pelaksanaan pelayanannya.

Institusi penyelenggara negara yang terdiri dari :

a. Lembaga negara dan/atau lembaga pemerintahan dan/atau Satuan Kerja Penyelenggara di lingkungannya;  

b. Korporasi berupa Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Satuan Kerja Penyelenggara di lingkungannya;  

c. Lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang dan/atau Satuan Kerja Penyelenggara di lingkungannya; atau 

d. Badan hukum lain yang menyelenggarakan Pelayanan Publik dalam rangka pelaksanaan Misi Negara.

BPABN merupakan organisasi yang merupakan kelompok usaha milik masyarakat, yang bertugas melayani masyarakat dalam mengalirkan air bersih kepada pelanggannya.

b. Asas Pelayanan Publik

Untuk mewujudkan pelayanan publik yang optimal pelaksana pelayanan publik hendaknya melaksanakan pelayanan berdasarkan kepada asas dari pelayanan publik. Adapun asas-asas pelayanan publik yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1) Kepentingan umum, yaitu pemberi pelayanan tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi.

2) Kepastian hukum, yaitu jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan.

3) Kesamaan hak, yaitu pemberian pelayanan tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender dan status ekonomi.

4) Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun penerima pelayanan.

5) Keprofesionalan, yaitu pelaksana pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya.

6) Partisipatif , yaitu peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.

7) Persamaan perlakuan / tidak diskriminatif, yaitu setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan yang adil.

8) Keterbukaan, yaitu setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan.

9) Akuntabilitas, yaitu proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10) Fasilitas dan peralatan khusus bagi kelompok rentan, yaitu memberi kemudahan kepada kelompok rentan sehingga tercipta keadilan dalam pelayanan.

11) Ketetapan waktu, yaitu penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan.

12) Kecepatan, kemudahan, dan keterjangakauan, yaitu pelayanan dilakukan secara cepat, mudah dan terjangkau.

Ruang lingkup pelayanan publik yang merupakan tugas pemerintah untuk melayani masyarakatnya adalah dalam hal yang meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun non pemerintah yang diatur dalam perundang-undangan.

c. Kualitas Pelayanan Publik

Dalam pelayanan publik kualitas pelayanan merupakan salah satu hal yang menentukan keberhasilan pelayanan yang baik serta kualitas pelayanan akan menentukan kepuasan pelanggan/ masyarakat. Menurut Lijan Poltak Sinambela, “kualitas dalam definisi strategis dinyatakan bahwa kualitas adalah segala sesuatu yang mampu memenuhi keinginan atau kebutuhan pelanggan”.

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Gasperszs (dalam Lijan Poltak, dkk, 2006:6-7), pada dasarnya kualitas mengacu kepada pengertian pokok, (1) Kualitas terdiri atas sejumlah keistimewaan produk, baik keistimewaan langsung, maupun keistimewaan atraktif yang memenuhi keinginan pelanggan dan memberikan kepuasan atas penggunaan produk, (2) Kualitas terdiri atas segala sesuatu yang bebas dari kekurangan atau kerusakan.

Rapert (dalam Anantan 2008:67) menyatakan kualitas pelayanan sangat mempengaruhi proses perbaikan efektifitas organisasi. Pendapat-pendapat diatas dapat penulis simpulkan bahwa kualitas tersebut merupakan kegiatan yang mampu memenuhi kebutuhan pelanggannya dengan keistimewaan tanpa ada kekurangan sehingga pelanggan akan merasa puas akan pelayanan yang diperolehnya serta akan memberbaiki kegiatan organisasi. Karena pada dasarnya tujuan pelayanan publik adalah untuk memuaskan pelanggannya.

Pelayanan yang berkualitas sangat mempengaruhi rasa puas pelanggan seperti yang dinyatakan oleh Parasuraman (dalam Anantan,2008:27) “dua faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan yaitu pelayanan yang diharapkan dan pelayanan yang dirasakan, bila pelayanan yang dirasakan sesuai dengan pelayanan yang diharapkan maka kualitas pelayanan dipersepsikan baik dan memuaskan”.

Pendapat yang sama dikemukakan oleh anderson (dalam Anantan,2008:70) “adanya hubungan antara kualitas pelayanan dengan kepuasan pelanggan. ia menyatakan bahwa perbaikan kualitas pelayanan akan menghasilkan kepuasan konsumen, oleh karena itu hubungan tersebut harus ditingkatkan”. Dengan demikian kualitas pelayanan merupakan tolak ukur rasa puas pelanggan atas pelayanan yang diperolehnya.

Kualitas pelayanan Publik dapat dilihat dari indikator pelayanan publik, seperti yang dikemukakan oleh Fitsimmons (dalam Lijan Poltak Sinambela, dkk,2006:7), menyatakan ada beberapa hal yang menjadi  indikator pelayanan publik antara lain adalah :

1) Reliability, yang ditandai pemberian pelayanan yang tepat dan benar.

2) Tangibles, yang ditandai dengan penyediaan yang memadai sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.

3) Responsiveness, yang ditandai dengan keinginan melayani konsumen dengan cepat.

4) Assurance, yang ditandai tingkat perhatian terhadap etika dan moral dalam memberikan pelayanan.

5) Empati, yang ditandai tingkat kemauan untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan konsumen.

Selain itu menurut Parasuraman, Zeithaml, dan Berry (dalam Aldri Frinaldi, 2012: 303) untuk mengukur kualitas pelayanan meliputi 1) Tangibles yaitu penampilan fisik, perlengkapan, pegawai, dan cara dalam berkomunikasi, 2). Reliability (keandalan), yaitu kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera, akurat, dan memuaskan, 3). Responsiveness (daya tanggap), yaitu keinginan para para pemberi pelayanan memberikan pelayanan yang cepat tanggap, 4). Assurance (jaminan), mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan, dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staf bebas dari bahaya, resiko, atau keragu-raguan ; 5). Emphaty (empati), meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan yang ramah, perhatian pribadi, dan memahami keperluan pelanggan.

Lijan Poltak Sinambela, dkk (2006:6) menambahkan bahwa untuk mencapai kepuasan pelayanan dituntut kualitas pelayanan prima yang tercermin dari:

1) Transparanasi, yakni pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.

2). Akuntabilitas, yakni pelayanan yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Kondisional, yakni pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektifitas.

4) Partisipatif, yakni pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.

5) Kesamaan hak, yaitu pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat dari aspek-aspek apapun khususnya suku, ras, agama, golongan, status sosial dan lain-lain.

6) Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pelayanan yang mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan publik.

Dengan adanya indikator kualitas pelayanan yang dijelaskan diatas dapat dipahami bahwa pelayanan yang berkualitas mementingkan pemberian pelayanan yang dapat memuaskan para pelanggan dan masyarakat. Namun dalam Badan Pengelolaan Air Bersih Nagari Lansek Kadok pelayanan yang diberikan oleh para pengelola  masih belum dapat memuaskan pelanggannya dan belum berkualitas.

Pelayanan BPABN yang belum dapat memuaskan pelanggan serta belum berkualitas tersebut terlihat dari kurang memadainya sumber daya manusia yang menjadi pengelola BPABN, kurangnya kemauan pengelola untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan pelanggannya, karena kurangnya respon pengelola BPABN untuk melayani pelanggannya dengan cepat, sehingga pelayanan yang diberikan BPABN kurang tepat dan kurang benar dikarenakan permasalahan yang ada.

Para pengelola BPABN hendaknya memahami variabel-variabel pelayanan prima seperti yang dijelaskan diatas. Dan juga hendaknya para pengelola BPABN hendaknya memahami kualitas pelayanan yang memuaskan pelanggan dan juga asas-asas pelayanan publik dengan baik, serta memahami bahwa mereka bertugas melayani bukan dilayani.

d. Standar Pelayanan Publik

Setiap penyelenggara pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan yang dapat diketahui oleh setiap orang sebagai bukti adanya kepastian pelayanan yang akan dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Berdasarkan kepada UU no 25 tahun 2009 standar pelayanan publik adalah tolok ukur yang digunakan sebagai pedoman dan acuan penelitian kualitas pelayanan sebagi kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

Setiap penyelanggara pelayanan publik dalam menetapkan standar pelayanannya harus mempertimbangkan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat serta kondisi lingkungannya. Selain itu harus mengikut sertakan masyarakat agar tidak diskriminatif, terkait langsung dengan jenis pelayanan, memiliki kompetensi dan mengutamakan musyawarah serta dilakukan dengan memperhatikan pedoman tertentu yang diatur dalam peraturan pemerintah.

Menurut Pasal 21 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009, standar pelayanan publik meliputi: (1) Dasar hukum, peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan, (2) Persyaratan, syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif, (3) Sistem, mekanisme, dan prosedur.Tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan, (4) Jangka waktu penyelesaian, jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan, (5) Biaya/tarif, ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat, (6) Produk pelayanan, hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, (7) Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas.Peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan, termasuk peralatan dan fasilitas pelayanan bagi kelompok rentan, (8) Kompetensi pelaksana, kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman, (9) Pengawasan internal, pengendalian yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja atau atasan langsung pelaksana, (10) Penanganan pengaduan, saran, dan masukan, tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut, (11) Jumlah pelaksana, tersedianya pelaksana sesuai dengan beban kerja, (12) Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan, (13) Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-raguan. Kepastian memberikan rasa aman dan bebas dari bahaya, risiko, dan keragu-raguan, (14) Evaluasi kinerja pelaksana, penilaian untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar pelayanan.

2. Harta Kekayaan Nagari dan Pengelolaannya

Nagari merupakan pemerintahan terendah dan pengganti istilah desa di propinsi Sumatera Barat. Menurut Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat No 2 tahun 2007 Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu, dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat Minangkabau (Adat Basandi Syarak, syarak Basandi Kitabullah) dan atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat. Dalam hal ini Nagari yang berada di Kabupaten Pasaman juga merupakan wilayah kesatuan adat nagari yang ada di Kabupaten Pasaman Sumatera Barat.

Sedangkan Pemerintahan Nagari menurut Perda Pasaman No 12 tahun 2011 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Pemerintahan Nagari dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Kabupaten Pasaman terletak di wilayah bagian utara Sematera Barat.

Pemerintahan Nagari yang dipimpin oleh seorang Wali nagari dan dibantu oleh perangkat Pemerintahan Nagari. Dalam Perda Pasaman No 12 tahun 2011 diatur juga tentang perangkat Pemerintahan Nagari. Perangkat Pemerintahan Nagari adalah Sekretaris Nagari yang terdiri dari (1), Urusan Pemerintahan dan PelayananUmum (2), Urusan Ekonomi dan Pembangunan (3), Urusan Kesejahteraan Rakyat dan (4), Urusan Ketentraman dan Ketertiban.

Dengan demikian pemerintah nagari merupakan penyelenggara urusan pemerintah yang ada di nagari serta berkewajiban mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sekitar dengan dibantu oleh perangkat nagari sesuai dengan peraturan perundang-undangan termasuk juga Nagari yang ada pada Kabupaten Pasaman.

Nagari berkedudukan sebagai kesatuan masyarakat adat yang bersifat tetap, dengan fungsi antara lain adalah menjaga, memelihara, mengelola dan memanfaatkan kekayaan Nagari untuk kesejahteraan masyarakat Nagari. Fugsi Nagari tersebut dilakukan oleh KAN  berdasarkan azas musyawarah dan mufakat menurut alua jo patuik sepanjang tidak bertentangan dengan adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah untuk ketertiban, ketentraman dan kesejahteraan masyarakat Nagari 

Harta kekayaan nagari menurut Perda Pasaman No.13 tahun 2011 adalah harta benda yang telah ada atau yang kemudian menjadi milik nagari, baik bergerak maupun tidak bergerak. Harta kekayaan nagari meliputi:

a. Tanah lapang, tempat rekreasi, situs-situs kebudayaan dan sejarah, prasasti-prasasti, artefak dan peninggalan seni budaya lainnya yang sejak dulu dimiliki oleh masyarakat Adat;

b. Mesjid, surau, balai adat dan tempat pendidikan adat nagari;

c. Tanah, hutan, batang air, tabek, danau atau telaga yang menjadi ulayat nagari;

d. Bangunan yang dibuat oleh Nagari dan perantau untuk kepentingan masyarakat nagari; dan 

e. Harta kekayaan lainnya yang di dapat oleh KAN.

Harta kekayaan nagari tersebut diatas dikelola oleh pemerintah nagari atau juga dapat dikelola oleh pihak ketiga atas persetujuan pemerintah nagari berdasarkan kepada perjanjian yang ada dan atas peraturan perundang-undangan dan dikembalikan kepada KAN (Kerapatan Adat Nagari). KAN merupakan Lembaga Kerapatan dari Ninik Mamak yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat dan berfungsi memelihara kelestarian adat serta menyelesaikan perselisihan sako dan pusako. KAN berkedudukan sebagai lembaga permusyawaratan dan permufakatan adat tertinggi di Nagari.

Harta kekayaan yang ada di nagari dapat meningkatkan pendapatan asli nagari bila dikelola dan dimanfaatkan dengan benar oleh pemerintah nagari yang bersangkutan. Pendapatan asli nagari dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Nagari Lansek Kadok memanfaatkan kekayaan nagari yang ada untuk menambah pendapatan asli nagari dengan mendirikan BPABN, serta dapat juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Badan pengelolaan air bersih nagari Lansek Kadok yang memanfaatkan kekayaan nagari dari sumber mata air perbukitan yang ada di nagari. BPABN yang dibentuk oleh masyarakat atas persetujuan pemerintah nagari berdasarkan kepada musyawarah yang bertujuan untuk melayani masyarakat sekitar untuk memenuhi kebutuhan air bersih mereka agar terciptanya kesejahteraan masyarakat nagari sekitar. 

Pemerintah Nagari yang berkewajiban mengembangkan pendapat masyarakat, mengembangkan potensi sumberdaya alam dan melestarikan lingkungan hidup, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Nagari Lansek Kadok melaksanakannya dengan mendirikan BPABN tersebut.

Namun dalam pelaksanaannya masih banyak kendala-kendala yang dialaminya, seharusnya Pemerintah Nagari lebih memperhatikan sumberdaya manusia yang lebih kompeten untuk menjadi pengelola BPABN, serta mengevaluasi kinerja para pengelola BPABN dalam melayani masyarakat Nagari Lansek Kadok, agar tujuan BPABN tercapai dan masyarakat merasa puas dengan kualitas pelayanan diberikan pengelola BPABN.

3. Badan Pengelolaan Air Bersih Nagari (BPABN) Lansek Kadok.

Badan pengelolaan air bersih nagari merupakan organisasi yang berbentuk Kelompok Usaha Masyarakat, yang dibentuk berdasarkan hasil musyawarah masyarakat, pelanggan, Bamus dan Pemerintah Nagari Lansek Kadok. Didirikan pada 15 juli 2009. BPABN bersifat independen dibawah naungan Badan Usaha Milik Nagari Lansek Kadok.

Badan pengelolaan air bersih Nagari Lansek kadok berlandaskan kepada UUD 1945 dan berasaskan pada pancasila. Struktur fungsionaris BPABN berdasarkan kepada Rancangan Anggaran Rumah Tangga BPABN Nagari Lansek Kadok BAB I pasal 1, menyatakan pelindung dijabat oleh Wali Nagari dan KAN Lansek Kadok selaku Kepala pemerintahan Nagari dan Lembaga Adat Nagari di mana BPABN berkedudukan. Sedangkan ayat 2, menyatakan pelindung bertugas selaku pihak yang melindungi status dan kedudukan BPABN Lansek Kadok.

Dalam pelayanan publik BPABN merupakan penyelenggaraan pelayanan publik. Sesuai dengan UU no 25 tahun 2009 menyatakan bahwa penyelenggara pelayanan publik adalah yang berada di lingkungan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen, yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.

Sebagai penyelenggara pelayanan publik BPABN berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat. Penyelenggara juga berkewajiban mengikut sertakan masyarakat dan pihak terkait, dilakukan dengan prinsip tidak diskriminatif, terkait langsung dengan jenis pelayanan, memiliki kompetensi dan mengutamakan musyawarah, serta memperhatikan keberagaman.

Terkait dengan penjelasan diatas BPABN sebagai pelayanan publik memiliki kewajiban sebagai berikut:

a.  Menjaga kelancaran air sampai kepada pelanggan,

b. Menjaga meteran air tetap berfungsi dengan baik. 

c. Pelanggan berhak memperoleh pelayanan yang semaksimal mungkin dari BPABN.

Kewajiban BPABN diatas dapat dijadikan sebagai standar pelayanan bagi BPABN untuk pelaksanaan pelayanan kepada pelanggannya. Standar pelayanan menurut UU no 25 tahun 2009 adalah tolak ukur yang dpergunakan sebagai penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

Namun pada kenyataannya pelayanan yang diperoleh pelanggan belum maksimal, dan air bersihpun belum lancar sampai kepada pelanggan, hal ini membuktikan bahwa pelayanan dari BPABN kurang berkualitas. Seharusnya dengan adanya kewajiban BPABN diatas pelayanan yang diberikan oleh para pengelola hendaknya berpedoman kepada hal tersebut agar tercapainya tujuan dibentuknya BPABN tersebut.

Penasehat BPABN dijabat oleh BAMUS selaku wakil masyarakat di pemerintah nagari. Badan pengawas BPABN terdiri dari tiga orang yang dipilih dalam rapat paripurna dan berasal dari Tokoh Masyarakat dan Pelanggan air bersih. Badan pengawas akan bertugas mangawasi keuangan BPABN dan kinerja pengelola.

Menurut UU No 25 tahun 2009 pembina atau penasehat penyelenggara pelayanan publik mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dari para pengelola BPABN. Dengan demikian BAMUS Nagari harus mengevaluasi kinerja dari para pengelola BPABN, serta mengoordinasikan kelancaran pelaksanaan pelayanan yang diberikan oleh pengelola BPABN.

Sedangkan untuk menjadi  badan pengawasan dan pengelola harus memenuhi syarat-syarat seperti berikut:

a. Pelanggan BPABN Lansek Kadok

b. Memiliki kecakapan dalam organisasi kemasyarakatan, dan 

c. Bersedia diangkat menjadi pengurus dan bersedia meluangkan waktu demi kemajuan organisasi.

Dari persyaratan yang dikemukakan untuk menjadi pengelolala BPABN diatas, terlihat bahwa BPABN mengharapkan orang-orang yang memahami tentang organisasi serta orang-orang yang mampu memajukan organisasi kedepannya. Sejalan dengan pendapat Yeremis T. Keban (2004:115) bahwa “dimensi kedua dari organisasi adalah pihak yang mengerjakan pekerjaan mampu atau memiliki kompetensi yang memadai dalam mngerjakan pekerjaannya”. Maksudnya pengelolala BPABN memiiki pengetahuan yang jelas tentang pekerjaannya dalam mengelola BPABN.

Dari penjelasan diatas dapat penulis simpulkan bahwa BPABN merupakan organisasi yang didirikan oleh masyarakat atas persetujuan Pemerintahan Nagari, yang bertujuan melayani masyarakat dalam pengadaan air bersih bagi masyarakat Nagari Lansek Kadok. BPABN juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara memenuhi kebutuhan masyarakat akan air bersih, hal tersebut sesuai dengan kewajiban pemerintah nagari. Dengan didirikannya organisasi BPABN, diharapkan  dapat mengatasi permasalahan masyarakat yang kesulitan dalam mendapatkan air bersih.

B. Kerangka Konseptual

Badan pengelolaan air bersih Nagari Lansek Kadok merupakan organisasi yang menyediakan air bersih untuk kebutuhan masyarakat Nagari Lansek Kadok. BPABN adalah solusi yang tepat bagi masyarakat untuk mendapatkan air bersih yang layak untuk dikonsumsi dengan harga yang terjangkau untuk semua kalangan masyarakat. BPABN bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat sekitar dengan pemenuhan kebutuhan air bersih, dan memanfaatkan potensi wilayah yang memiliki sumberdaya alam yang mendukung dalam pelaksanaannya.

BPABN Lansek Kadok dibentuk atas partisipasi dari masyarakat untuk melayani masyarakat sendiri. Masyarakatpun mengharapkan pelayanan yang baik, optimal dan dapat memuaskan keinginan masyarakat Lansek Kadok. Namun hal itu belum dirasakan oleh masyarakat dari BPABN, karena masih adanya masyarakat yang mengeluhkan pelayanan yang diberikan oleh para pengelola BPABN. Seperti BPABN tidak mengutamakan pelayanannya pada masyarakat Nagari Lansek Kadok, serta kurang tanggapnya pengelola BPABN dalam mengatasi permasalahan yang sering terjadi.

Berdasarkan permasalahan tersebut, seharusnya para pengelola harus lebih mengetahui permasalahan yang ada dan lebih meningkatkan pelaynannya, serta lebih memperhatikan kepentingan masyarakat sebagai pelanggannya. Karena BPABN merupakan badan usaha masyarakat yang berada dibawah naungan badan usaha nagari, seharusnya pemerintah nagaripun harus lebih mempertimbangkan dalam pemelihan para pengelola BPABN, agar lebih baik untuk kedepannya.

Berdasarkan permasalahan diatas dibuatlah kerangka konseptual yang bertujuan untuk menggambarkan konsep yang digunakan dalam penelitian ini. Kerangka konseptual merupakan kerangka berpikir peneliti dan menghubungkannya dengan konsep teori yang peneliti gunakan. Berdasarkan latar belakang masalah dan kajian teoritis, maka kerangka konseptual peneliti dapat dilihat sebagai berikut :
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif karena penelitian ini berusaha menggambarkan atau mendiskripsikan suatu keadaan atau suatu peristiwa sebagaimana adanya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Nogdan dan Taylor (dalam Basrowi & Suwandi, 2008:1) “bahwa penelitian kulitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati”.

Sedangkan menurut Strauss & Corbin (dalam Basrowi & Suwandi, 2008:1)

penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara kuantitatif. Penelitian kualitatif dapat digunakan untuk meneliti kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisme, organisasi, gerakan sosial, atau hubungan kekerabatan”.

Husaini usman (2011:78), “mengungkapakan bahwa metode kualitatif lebih berdsarkan pada filsafat fenomenologi yang mengutamakan penghayatan (verstehen). Metode kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri”.

Jadi dapat dipahami bahwa penelitian dengan menggunakan metode kualitatif merupakan penelitian yang berusaha mengungkapkan dan menceritakan suatu peristiwa dengan menggunakan kata-kata, peneliti yang berusaha memahami suatu peristiwa yang berkaitan dengan pola tingkah laku manusia yang tidak dapat diukur dengan statistik.

Berdasarkan penjelasan diatas penelitian ini menginginkan penjelasan berupa kata-kata atau deskripsi, dan juga gambaran dari pelayanan air bersih yang diberikan oleh BPABN kepada masayarakat Nagari Lansek Kadok. Sehingga hasil yang diperoleh akan dianalisis dan dikembangkan sesuai dengan indikator-indikator pelayanan yang ada.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Nagari Lansek Kadok, Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman. Penetapan lokasi berdasarkan pertimbangan bahwa Badan Pengelolaan Air Bersih Nagari merupakan organisasi yang berbentuk Badan Usaha Masyarakat yang berpusat di Kenagarian Lansek Kadok, Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman. Selain itu BPABN merupakan suatu organisasi pelaksana pelayanan publik yang hanya ada di Kenagarian Lansek Kadok, Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman.

C. Informan Penelitian

Pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling sesuai dengan kebutuhan dan kemantapan peneliti dalam pengumpulan data. Purposive sampling adalah sampel yang betul-betul diambil dengan benar memilih ciri-ciri populasi yang ada, ciri-ciri populasi yang khas.

Dengan demikian penetapan informan sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif. Informan penelitian yang dimaksud disini adalah orang-orang yang betul-betul memahami permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini orang-orang yang menjadi informan adalah pengawas BPABN, para pengelola BPABN, serta masyarakat yang menjadi pelanggan BPABN, sebagaimana yang akan dijelaskan dalam tabel berikut

Tabel 3.1

Informan Penelitian.

		No

		Informan

		Jumlah



		1

		Pengawas BPABN

		3 orang



		2

		Pengelola BPABN

		6 orang



		3

		Pelanggan BPABN

a. Jorong I

b. Jorong II

c. Jorong III

		

45 orang

20 orang

10 orang



		Jumlah

		84 orang





Informan penelitian di atas ditetapkan berdasarkan teknik purposive sampling, yang memiliki kriteria sebagai pengawas BPABN, Pengelola BPABN dengan jabatan Ketua, Sekretaris, Bendahara, Tenaga Administrasi serta Tenaga Teknis BPABN, serta yang merupakan pelanggan BPABN. Dari semua pelanggan yang merupakan informan penelitian yang ditetapkan telah mewakili atas informasi serta data yang ingin penulis peroleh. Informan penelitian yang merupakan pelanggan Jorong I dipilih dari 105 kk pelanggan, Jorong II dipilih dari 55 kk pelanggan serta Jorong III dipilih semua pelanggan yang berada di Jorong III tersebut.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber-sumber data, dalam hal ini data diperoleh dari wawancara dengan informan penelitian terkait dengan pelayanan air bersih oleh BPABN di Nagari Lansek Kadok, Kabupaten Pasaman.

2. Data Sekunder

Yaitu data penunjang yang relevan dengan kajian penelitian, data sekunder dimaksudkan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari dokumen yang terkait dengan pelayanan air bersih oleh BPAB Nagari Lansek Kadok, Kabupaten Pasaman.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data, peneliti menggunakan tekni observasi, wawancara, dan study dokumentasi, karena teknik yang digunakan cocok untuk penelitian ini. Berikut penjelasannya:

1. Observasi

“Observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan dan dicatat secara sistematis, serta dapat dikontrol keandalan (reabilitas), dan kesahihannya (validitasnya)”. (Husaini Usman & Purnomo Setiadi Akbar.2011:52).

Dalam teknik observasi peneliti menggunakan jenis observasi partispan karena peneliti terlibat langsung secara aktif dalam objek yang diteliti, sesuai dengan yang dijelaskan oleh Cholid Narbuko & Abu Achmadi (2002:72) “bahwasanya observasi partisipan ialah apabila observer (orang yang melakukan observasi) turut ambil bagian atau berada dalam keadaan obyek yang diobservasi”. Sedangkan peneliti disini merupakan pelanggan BPABN.

Kegiatan observasi dalam penelitian ini berupaya memahami apa yang dilakukan subjek penelitian terkait dengan pelayanan yang ada pada BPABN. Dalam observasi ini peneliti ingin mengamati debit dan kelancaran air yang mengalir untuk pelanggan. Pengamatan akan dilakukan di Jorong I, II dan Jorong III Kenagarian Lansek Kadok, selama kurang lebih I bulan. Observasi dilaksankan karena kalau hanya menggunakan jawaban dari informan belum tentu sesuai dengan keadaan sebenarnya.

2. Wawancara

Wawancara menurut Miles dan Huberman (dalam Barowi & Suwandi, 2008:127) “adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) sebagai pengaju atau pemberi pertayaan dan yang diwawancara sebagai pemberi jawaban”.

Dalam penelitian ini pengumpulan data digunakan dengan cara wawancara dengan informan yang terkait dengan pelayanan BPABN yang bertujuan untuk mengetahui pelayanan yang diberikan oleh BPABN kepada pelanggannya.

3. Study Dokumentasi

“Study dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan metode ini hanya mengambil data yang sudah ada” (Basrowi:2008:158)

Dengan melakukan studi dokumentasi, maka dapat mempertajam dan memperkuat data yang telah peneliti peroleh dilapangan. Teknik ini merupakan kumpulan catatan (rekaman) hasil kerja dalam bentuk video (gambar dan suara), dan foto (gambar) tentang  pelaksanaan pelayanan BPABN.

F. Alat Pengumpulan Data

Alat yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah pedoman observasi berupa catatan-catatan yang digunakan pada saat observasi, pedoman wawancara berupa rumusan-rumusan pertanyaan untuk mencari informasi yang dibutuhkan serta mencatat semua hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Peneliti juga menggunakan kamera dan perekam suara dari handphone (hp), untuk mendokumentasikan hasil penelitian.

G. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data penelitian ini adalah menggunakan teknik triangulasi. Menurut Lexy J. Moleong (2005:330) “triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu”. Triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber, dengan demikian peneliti akan membandingkan dan mengecek ulang keabsahan data yang diperoleh dari orang-orang (sumber) yang berbeda.

H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada peneitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Hubermen (dalam Basrowi & Suwandi, 2008:209-210), mencakup tiga kegiatan yang bersamaan seperti berikut :

1. Reduksi Data

Merupakan proses pemilihan, pemusatan data kasar dari lapangan. Fungsinya untuk mengelompokkan data sehingga dapat ditarik kesimpulannya. Berarti juga merangkum dan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari pola dan temanya. Sehingga data yang direduksi dapat dipahami dan memberikan gambaran yang jelas untuk peneliti untuk mengumpulkan data. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

2. Penyajian Data

Adalah sekumpulan informasi yang tersusun yang memberikan kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Tujuannya adalah untuk memudahkan membaca dan menarik kesimpulan. Penyajian data berupa teks naratif, data yang sudah diperoleh dilapangan dimasukkan kedalam suatu teks. Data dapat berupa teks narasi, matriks, grafik, jaringan dan bagan.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas.




BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dibahas tentang hasil penelitian penulis di Kenagarian Lansek Kadok, Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman tentang pelayanan air bersih yang diberikan oleh badan pengelolaan air bersih nagari (BPABN) Lansek Kadok. Akan diuraikan temuan-temuan peneliti yang dilihat dari standar pelayanan publik yang berkualitas yang sesuai dengan indikator-indikator kualitas pelayanan publik yaitu reliability, tangibles, responsiveness, assurance, dan empati. Serta akan diidentifikasi belum optimalnya pelayanan yang diberikan oleh BPABN, faktor-faktor penghambat dan solusi yang tepat dalam mengatasi faktor penghambat pelaksanaan pelayanan BPABN di Nagari Lansek Kadok Kabupaten Pasaman.

A. Temuan Umum

1. Gambaran Umum Nagari Lansek Kadok

Nagari Lansek Kadok adalah salah satu nagari yang ada di Kabupaten Pasaman, Propinsi Sumatera Barat. Nagari Lansek Kadok berkedudukan di Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman dengan luas wilayah 3.675 ha, dan terdiri dari lima jorong yaitu : Jorong I Lansek Kadok, Jorong II Koto Panjang, Jorong III Rambah, Jorong IV Beringin serta Jorong V Kotonopan Setia. Batas wilayah Nagari Lansek Kadok bagian utara berbatasan dengan Nagari Tarung-Tarung dan Nagari Lubuk Layang, bagian selatan berbatasan dengan Nagari Tanjung Betung, bagian barat berbatasan dengan Nagari Simpang Tonang dan Nagari Cubadak, sedangkan bagian timur berbatasan dengan Nagari Silayang.

Nagari Lansek Kadok memiliki luas kemiringan lahan (rata-rata) 10-35°, dengan ketinggian diatas permukaan laut (rata-rata) 14m.Luas lahan pemukiman sekitar 60 Ha, mata pencaharian masyarakat rata-rata merupakan pertanian dengan luas lahan pertanian sawah 1.229 Ha, kebun 967 Ha, dan kolam ikan 1.387 Ha.

Berdasarkan data dinas kependudukan tahun 2010, nagari Lansek Kadok memiliki jumlah total penduduk sebanyak 7.655 jiwa, yang terdiri dari 1.864 KK, dengan masing-masing jumlah penduduk laki-laki sebanyak 3.752 jiwa dan penduduk jenis kelamin perempuan sebanyak 3.903 jiwa.

Nagari Lansek Kadok terdiri dari 5 (lima) jorong dimana tiap-tiap jorong mempunyai jumlah kampung dan kepadatan penduduk yang berbeda. Adapun penduduk yang terdapat tahun 2010 terdapat di jorong Kotonopan Setia, dan jumlah penduduk yang terkecil terdapat di jorong I Lansek Kadok. Nagari Lansek Kadok terdiri dari lima Jorong dan beberapa kampung di dalamnya, dengan perincian sebagai berikut :

a.  Jorong Lansek Kadok, terdiri dari kampung :

1) Lansek Kadok

2) Pasar Lansek Kadok

3) Koto Urek

b. Jorong Koto Panjang, terdiri dari kampung :

1) Koto Tinggi

2) Aur Tajungkang

3) Kampung Koreh

4) Kampung Berangin

5) Tanjung Boda

6) Tanjung Durian

7) Koto Panjang

c. Jorong Rambah

1) Tunas Harapan

2) Rambah

3) Kubu Rogeh

4) Kubu Sungkai

d. Jorong Beringin, terdiri dari kampung :

1) Beringin

2) Limau Kapas

3) Sopan Saiyo

4) Mara Tolang

5) Bandar Godang

e. Jorong Kotonopan Setia, terdiri dari kampung :

1) beringin Perikanan

2) Kotonopan Setia Selatan

3) Kotonopan Setia Utara

Nagari Lansek Kadok memiliki sarana dan prasarana seperti : sarana kesehatan, peribadatan, sarana olah raga, sarana pendidikan, dan sarana perkantoran. Sedangkan prasarana seperti : listrik, air bersih, telepon, sistem persampahan dan limbah dan sistem transportasi. Nagari Lansek Kadok sebagai suatu nagari diwilayah hukum Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman Propinsi Sumatera Barat, yang mempunyai banyak permasalahan yang harus dicarikan solusinya. Adapun permasalahan yang dihadapi nagari Lansek Kadok salah satunya adalah sumberdaya manusia. Sumberdaya manusia yang dimiliki nagari Lansek Kadok dapat dikatakan kurang, karena masih banyak warga yang hanya menginyam pendidikan sampai SD dan SLTP, kalupun ada masyarakat yang sudah menginyam pendidikan sampai dengan Diploma, S1 dan S2, biasanya sudah meninggalkan nagari dan berkembang diluar Nagari Lansek Kadok. Kurangnya sumberdaya manusia ini selain karena pendidikan yang rendah ditambah lagi dengan kurangnya pendidikan ataupun pelatihan peningkatan sumberdaya manusia yang dilakukan di Kenagarian Lansek Kadok.

Untuk lembaga pemerintahan yang ada di Nagari Lansek Kadok adalah pemerintah nagari dan badan permusyarawatan (BAMUS). Sedangkan lembaga kemasyarakatan yang ada di Nagari Lansek Kadok adalah KAN, LPM, PKK, Karang Taruna dan Kelompok Tani, dan Lembaga adat. Lemabaga ekonomi yang ada di Nagari Lansek Kadok adalah Pasar Lansek Kadok, lembaga keuangan non bank, industri kecil dan menengah, usaha jasa pengangkutan, usaha jasa perdagangan, dan usaha jasa keterampilan. Lembaga keuangan secara nyata hampir tidak berfungsi di kenagarian Lansek Kadok, Koperasi Desa yang dulu ada dipertanyakan keberadaannya.

2. Badan Pengelolaan Air Bersih Nagari (BPABN) Lansek Kadok

Badan pengelolaan air bersih nagari Lansek Kadok ini merupakan organisasi yang berbentuk Kelompok Usaha Masyarakat, yang dibentuk berdasarkan hasil musyawarah masyarakat, pelanggan, Bamus dan Pemerintah Nagari Lansek Kadok. Didirikan pada 15 juli 2009. BPABN bersifat independen dibawah naungan Badan Usaha Milik Nagari Lansek Kadok, Kantor BPABN berdomisili di Jorong I Pasar Lansek Kadok.

Sebelum diresmikan menjadi organisasi yang diberi nama Badan Pengelolaan Air Bersih Nagari (BPABN) yang bertugas melayani masyarakat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan air bersih, pengelola air bersih ini sudah ada sejak sekitar tahun 1990-an pada masa pemerintahan desa. Pada saat itu masyarakat Nagari Lansek Kadok sangat sulit untuk mendapatkan air bersih untuk dikonsumsi, sehingga masyarakat memiliki inisiatif mengajukan permohonan dana untuk membangun infrastruktur air bersih untuk Nagari Lansek Kadok. Pada masa itu ada bantuan dana untuk setiap desa tertinggal dan terbelakang sebesar Rp. 5.000.000,- dan Nagari Lansek Kadok juga mendapatkan bantuan tersebut.

Bantuan dari Pemerintah untuk desa tertinggal dan terbelakang tersebut dimanfaatkan untuk membangun fasilitas air bersih. Fasilitas air bersih dibangun dan di alirkan untuk masyarakat, namun pada masa itu air bersih hanya berupa layanan gratis dari masyarakat untuk masyarakat sekitar. Masyarakat membuat bak penampungan pada setiap titik keramaian masyarakat seperti membuat bak penampungan di masjid-masjid, pasar dan perbatasan kampung. Air bersih tersebut dimanfaatkan masyarakat untuk melakukan aktifitas sehari-hari bukan hanya untuk dikonsumsi.

Namun fasilitas air bersih tersebut tidak bertahan lama hanya selama satu tahun saja karena air sering tidak mengalir, serta kurangnya perhatian Pemerintah daerah serta masyarakat sekitar terhadap layanan gratis tersebut. Layanan ini diberhentikan dan dibuat layanan berupa kelompok usaha masyarakat yang di dirikan oleh beberapa pemuka masyarakat. Usaha itu dibangun dengan menggunakan bantuan dari Pemerintah daerah, air bersih dialirkan langsung ke 10 rumah pelanggan. Karena pada saat itu hanya ada sepuluh meteran yang dibeli dengan membayar sekitar Rp. 350.000,- untuk menjadi pelanggan.

Kelompok usaha masyarakat ini diberi nama Panitia Proyak  Air Minum Nagari, dan badan usaha ini banyak diminati oleh masyarakat setempat, sehingga banyak masyarakat yang ingin menjadi pelanggan dari usaha air minum Lansek Kadok tersebut. Namun kapasitas air bersih belum memadai untuk menampung banyak pelanggan, dan masih kurangnya tenaga ahli dalam pengelolaannya, sehingga air bersih sering mati dan tidak mengalir kerumah warga yang menjadi pelanggan. Karena permasalahan yang seperti itu masyarakat atas persetujuan Pemerintah Nagari mendirikan Badan Pengelolaan Air Bersih Nagari (BPABN). (sumber  Firdaus, S.Pd, dan Sofyan serta pengelola BPABN)

Badan pengelolaan air bersih Nagari Lansek kadok ini berlandaskan kepada UUD 1945 yaitu “meningkatkan kesejahteraan umum” dan berasaskan pada pancasila. Struktur fungsionaris BPABN berdasarkan kepada Rancangan Anggaran Rumah Tangga BPABN Nagari Lansek Kadok BAB I pasal 1, menyatakan pelindung dijabat oleh Wali Nagari dan KAN Lansek Kadok selaku Kepala pemerintahan Nagari dan Lembaga Adat Nagari di mana BPABN berkedudukan. Sedangkan ayat 2, menyatakan pelindung bertugas selaku pihak yang melindungi status dan kedudukan BPABN Lansek Kadok.

Penasehat BPABN dijabat oleh BAMUS selaku wakil masyarakat di pemerintah nagari. Badan pengawas BPABN terdiri dari tiga orang yang dipilih dalam rapat paripurna dan berasal dari Tokoh Masyarakat dan Pelanggan air bersih. Badan pengawas akan bertugas mangawasi keuangan BPABN dan kinerja pengelola. Sedangkan untuk menjadi  badan pengawasan dan pengelola harus memenuhi syarat-syarat seperti berikut:

a. Pelanggan BPABN Lansek Kadok

b. Memiliki kecakapan dalam organisasi kemasyarakatan, dan 

c. Bersedia diangkat menjadi pengurus dan bersedia meluangkan waktu demi kemajuan organisasi.





Dari persyaratan yang dikemukakan untuk menjadi pengelolala BPABN diatas, terlihat bahwa BPABN mengharapkan orang-orang yang memahami tentang organisasi serta orang-orang yang mampu memajukan organisasi kedepannya. Maksudnya pengelolala BPABN memiiki pengetahuan yang jelas tentang pekerjaannya dalam mengelola BPABN.

Untuk menjadi pelanggan BPABN harus memenuhi persyaratan seperti berikut:

a. Membuat permohonan pemasangan baru.

b. Membayar biaya pemasangan baru sesuai dengan situasi dan kondisi saat itu.

c. Bersedia mematuhi peraturan BPABN.

Dalam pemasangan untuk pelanggan baru pihak BPABN menyediakan : 1 (satu) batang pipa, 1 (satu) buah meteran, dan menyambungkan jaringan BPABN ke jaringan pelanggan. Dengan persyaratan yang diajukan oleh BPABN akan lebih memudahkan masyarakat untuk menjadi pelanggan. Karena BPABN juga mempertimbangkan keadaan, situasi dan kondisi pada saat itu dalam pembayaran pemasangan jadi pelanggan BPABN.

Sebagai organisasi yang berbentuk kelompok usaha masyarakat, yang dibentuk berdasatkan hasil musyawarah masyarakat, Bamus dan Pemerintah Nagari mempunyai kewajiban (1) Menjaga kelancaran air sampai kepada pelanggan, (2) Menjaga meteran air tetap berfungsi dengan baik. Pelanggan berhak memperoleh pelayanan yang semaksimal mungkin dari BPABN. Namun pelayanan yang diperoleh pelanggan belum maksimal, dan air bersihpun belum lancar sampai kepada pelanggan.

Sebagai sebuah organisasi yang menyelenggarakan pelayanan publik, harus memiliki struktur organisasi yang jelas serta pembagian tugas yang jelas pula, berikut struktur organisasi BPABN Lansek Kadok.

Gambar 4.`1
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(Sumbe r: Badan Pengelolaan Air Bersih Nagari Lansek Kadok : 2009)

Sedangkan  penjelasan pembagian tugas para pengelola BPABN sebagai berikut:

a. Ketua selaku koordinator pengelola secara umum.

b. Sekretaris selaku koordinator / penanggung jawab di bidang administrasi dan kesekretariatan.

c. Bendahara selaku koordinator / penanggung jawab dalam bidang keuangan.

d. Dalam menjalankan tugas pengelola dibantu oleh :

1) Dua orang tenaga administrasi yang bertugas :

a) Mencatat meteran dirumah pelanggan untuk mengetahui jumlah pemakaian air yang di pakai dalam 1 bulan.

b) Menghitung biaya pemakaian dan membuat dalam bentuk rekening berdasarkan jumlah pemakaian pelanggan.

c) Melayani pelanggan dalam pemakaian pelanggan.

2) Dua orang teknisi/ tenaga lapangan yang bertugas

a) Pemasangan jaringan baru

b) Memperbaiki jaringan yang rusak

c) Memeriksa meteran pelanggan.

e. Tenaga administrasi bertanggung jawab kepada sekretaris dalam bagian administrasi dan bertanggung jawab kepada bendahara dalam bidang keuangan.

f. Tenaga teknis / tenaga lapangan bertanggung jawab kepada ketua secara pekerjaan dan kepada bendahara dalam hal keuangan.

Fungsionaris atau pengelola BPABN memegang masa jabatan selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dan setelah itu dipilih kembali. Fungsionaris berhak memperoleh imbalan jasa dari BPABN sesuai dengan ketentuan hasil rapat paripurna. Sedangkan pelanggan berhak mendapatkan pelanyanan yang semaksimal mungkin dari BPABN.

Pelanggan BPABN memiliki kewajiban sebagai berikut:

a. Membayar rekening air paling lambat pada tanggal 10 pada setiap bulannya.

b. Menyampaikan informasi kepada pengelola jika terjadi gangguan pelayanan air bersih.



Nagari Lansek Kadok yang terdiri dari lima jorong, dan berdasarkan pada hasil observasi penulis pada tanggal 10 april 2014 di kantor Wali Nagari Lansek Kadok, masyarakat yang berjumlah 1.864 kk sangat membutuhkan fasilitas air bersih. Karena masih banyaknya masyarakat yang sulit mendapatkan air bersih yang layak dikonsumsi. Terutama masyarakat Jorong I, II dan III Nagari Lansek Kadok yang berjumlah 1.033 kk, sedangkan jorong IV dan V telah memiliki fasilitas air bersih yang disebut dengan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS).

Untuk mengalirkan air bersih kepada pelanggan BPABN memiliki tiga bak penampungan utama dengan ukuran tinggi 2m dan panjang 3m. Sedangkan paralon dari sumber berukuran 4 inci, paralon untuk pelanggan berukuran 3 inci dan 2 inci. Air bersih BPABN bersumber dari anak mata air sopan tarontang yang berada di Jorong II nagari Lansek Kadok. Pelanggan BPABN Lansek Kadok merupakan masyarakat Nagari Lansek Kadok dan masyarakat Jorong 8 Simpang Empat Nagari Lubuk Layang. Pelanggan BPABN Lansek Kadok sekarang berjumlah 287kk dengan rincian sebagai berikut :



Tabel 4.1

Jumlah Pelanggan BPABN Setiap Jorong di Nagari Lansek Kadok

		No

		Jorong

		Jumlah Pelanggan



		1

		I

		105 kk



		2

		II

		55 kk



		3

		III

		10 kk



		Total

		170 kk





(Sumber : BPABN Lansek Kadok, 2014)

Sedangkan aliran air bersih BPABN Lansek Kadok berasal dari Jorong II Koto Panjang, dialirkan ke Jorong 8 Simpang Empat Nagari Lubuk Layang, kemudian berlanjut ke Jorong II Koto Panjang yaitu Aur Tajungkang dan Koto Tinggi, Jorong I Lansek Kadok yaitu, Pasar Lansek Kadok, Lansek Kadok, dan Koto Urek, selanjutnya Jorong III Rambah yaitu Simpang Tiga.

B. Temuan Khusus

Dalam temuan khusus ini penulis akan menjelaskan tentang mengapa BPABN belum optimal dalam melayani masyarakat Nagari Lansek Kadok Kabupaten Pasaman, apa saja yang menjadi faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pelayanan BPABN di nagari Lansek Kadok Kabupaten Pasaman serta bagaimanakah solusi yang tepat dalam mengatasi faktor-faktor penghambat pelaksanaan pelayanan BPABN di Nagari Lansek Kadok Kabupaten Pasaman tersebut.

1. Belum Optimalnya BPABN dalam Melayani Masyarakat Nagari Lansek Kadok Kabupaten Pasaman

Dalam pelaksanaan pelayanan BPABN berpedoman kepada UUD 1945 serta berasaskan pada Pancasila. Penulis akan menjelaskan tentang pelaksana pelayanan publik oleh penyelenggara pelayanan publik yaitu pelayanan air bersih oleh Badan Pengelolaan Air Bersih Nagari (BPABN) Lansek Kadok untuk masyarakat Nagari Lansek Kadok yang belum optimal. Dalam pelayanan yang diberikan oleh BPABN di Nagari Lansek Kadok Kabupaten Pasaman, penulis akan mengaitkan dengan indikator pelayanan yang berkualitas menurut Fitsimmons yang meliputi reliability, tangibles, responsiveness, assurance, dan empati. 

a. Reliability

Dalam pelaksanaan pelayanan publik reliability menurut Fitsimmons (dalam Lijan Poltak Sianmbela, dkk, 2006:7) ditandai dengan pemberian pelayanan yang tepat dan benar oleh penyelenggara pelayanan. Pemberian pelayanan yang tepat dan benar dapat juga diwujudkan dengan pemberian pelayanan yang sesuai dengan janji pelayanan yang diberikan oleh penyelengga pelayanan publik kepada penerima pelayanan.

Sedangkan menurut Parasuraman, Zeithaml, dan Berry (dalam Aldri Frinaldi 2012:303) reliability (keandalan), yaitu kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera, akurat, dan memuaskan. Dalam pelayanan BPABN dapat dilihat dari kemampuan pengelola memberikan pelayanan yang sesuai dengan janji, dan menyegerakan tanpa menunda-nunda pelayanan, serta dapat memuaskan pelanggan.



Pemberian pelayanan yang tepat dan benar selalu diinginkan oleh setiap penerima pelayanan. Tidak berbeda dengan para pelanggan BPABN juga ingin mendapatkan pelayanan yang tepat dan benar dari para pengelola BPABN, namun dalam pelaksanaanya tidak selalu sesuai dengan apa yang diharapkan seperti yang dikemukakan oleh Sekretaris BPABN Rio Oktavianus 

“ Kami sebagai pengelola telah berusaha memberikan pelayanan yang tepat dan benar kepada semua pelanggan, namun terkadang dalam menanggapi pengaduan pelanggan kami tidak bisa memastikan kapan bisa pengaduan tersebut dapat kami proses. Terkadang tidak sesuai dengan apa yang kami janjikan kepada pelanggan karena alasan tertentu dari kami sebagai pengelola, seperti alasan kami memiliki pekerjaan lain pada waktu yang sama.”. (wawancara 4 Juni 2014)

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Syamri selaku Ketua BPABN terkait dengan pemberian pelayanan yang tepat dan benar

“ Selama saya terlibat sebagai fungsionaris / pengelola BPABN, kami selaku fungsionaris telah berusaha sebaik mungkin dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan, kami berusaha memberikan pelayanan yang tepat dan benar serta memberikan pelayanan yang diharapkan oleh setiap pelanggan. Namun untuk menanggapi pengaduan pelanggan kami tidak bisa memastikan waktunya, karena waktu pelayanan kamipun tidak ada penetapan secara resmi sehingga kami sebagai pengelola hanya menyesuaikan dengan jadwal yang kami miliki..”. (wawancara 7 Juni 2014)

Selain itu Epi selaku tenaga lapangan atau tenaga teknisi juga menguatkan pendapat-pendapat diatas, Ia menyatakan bahwa

“ Kami sudah berusaha melakukan pelayanan yang tepat dan benar sesuai dengan tanggung jawab kami selaku penyelenggara pelayanan air bersih untuk masyarakat nagari Lansek Kadok. Namun sebagai teknisi saya tidak bisa langsung menanggapi pengaduan pelanggan dikarenakan kami memiliki pekerjaan lain selain di BPABN ini. Kami melayani pelanggan tergantung pada kondisi ketika pelanggan mengajukan keluhannya kepada kami.”. (wawancara 11 Juni 2014)

Pelanggan BPABN juga menguatkan pendapat para pengelola BPABN diatas, Ibu Dewi yang penulis wawancarai mengatakan

“Menurut saya pelayanan yang diberikan pengelola BPABN tidaak dapat memuaskan saya sebagai pelanggan. Pengelola sering menunda-nunda waktu pelayanannya, seperti yang saya alami pengelola menjanjikan untuk menanggapi keluhan saya sehari setelah saya melakukan pengaduan, namun sudah tiga hari belum juga ditanggapi oleh pengelola BPABN tersebut.” (wawancara tanggal 7 Juni 2014)

Pelanggan lain yang mengalami kerusakan pipa paralon sambungan pelanggan juga mengungkapkan hal yang sama, Bu Ernis pelanggan BPABN yang penulis wawancarai menyatakan

“ Saya merasa pelayanan yang diberikan BPABN tidak pernah sesuai dengan apa yang mereka janjikan sebelumnya pada waktu saya mengajukan pengaduan. Pengelola menjanjikan untuk menanggapi pengaduan saya sehari setelah melakukan pengaduan, namun setelah saya melakukan pengaduan berulang kali, pengaduan saya beru ditanggapi. Hal itu membuat saya kesal dan tidak puas atas pelayanan yang diberikan oleh pengelola BPABN” (wawancara tanggal 6 Juni 2014)

Dari pendapat-pendapat hasil wawancara penulis diatas tentang pelayanan yang diberikan oleh BPABN kepada pelanggannya kurang tepat dan benar, karena pengelola belum mampu memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera, akurat, dan memuaskan. Dari pendapat diatas dapat diketahui bahwa waktu pelayanan yang diberikan oleh pengelola BPABN kepada pelanggannya tidak diatur secara resmi, serta pengelola tidak mementingkan kepentingan umum dan hal tersebut bertentangan dengan asas pelayanan publik yaitu kepentingan umum.

Berdasarkan penjelasan di atas dan berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di nagari Lansek Kadok sebanyak 97 pelanggan yang mengeluhkan bahwa pelayanan yang diberikan oleh BPABN tidak akurat. 97 pelanggan yang mengeluh atas pelayanan tersebut menunjukkan lebih dari setengah pelanggan yang tidak merasa puas atas layanan yang diberikan oleh BPABN kepada pelanggannya. Walupun pengelola telah menanggapi pengaduan pelanggan namun masih ada pelanggan yang mengeluh atas belum adanya tanggapan pengelola atas pengaduan pelanggan untuk lebih rinci akan dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4.2

Jumlah Pelanggan yang Mengeluh atas Pelayanan BPABN

		No

		Jorong

		Jumlah Pelanggan

		Keluhan

		%

		Tidak Mengeluh

		%



		1

		I

		105 kk

		65 kk

		62

		40 kk

		38



		2

		II

		55 kk

		22 kk

		40

		33 kk

		60



		3

		III

		10 kk

		10 kk

		100

		0 kk

		0



		Jumlah

		170 kk

		97 kk

		

		73 kk

		





(Sumber : BPABN Lansek Kadok, 2013-2014)

Berdasarkan pada tabel data penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa banyak pelanggan yang mengeluh atas pelayanan yang diberikan oleh BPABN dalam satu tahun terakhir. Data dari Jorong I menunjukkan 62% pelanggan mengajukan pengaduan mereka kepada pengelola BPABN atas ketidak merataannya air yang mengalir serta sering mati. Data dari Jorong I menunjukkan bahwa pelanggan lebih banyak mengeluh dibandingkan tidak mengeluh atas pelayanan yang mereka terima dari BPABN. Sedangkan Jorong II 40% pelanggan yang mengeluh atas pelayanan BPABN, data ini menunjukkan lebih sedikit pelanggan yang mengeluh dibandingkan pelanggan yang tidak mengeluh atas pelayanan yang diberikan oleh BPABN. Pada Jorong III semua pelanggan mengeluh atas pelayanan BPABN. Semua pengaduan pelanggan telah ditanggapi pengelola sebanyak 84 kk sedangkan pelanggan yang belum di tanggapi oleh BPABN sebanyak 13 kk.

Selain itu pengelola tidak menjalankan tugasnya memeriksa meteran air pelanggan secara rutin, sehingga banyak meteran air pelanggan yang rusak dan tidak berfungsi. Sedangkan pembayaran air pelanggan berdasarkan kepada jalannya meteran air tersebut.

b. Tangibles

Dalam pemberian pelayanan yang berkualitas tangibles menurut Fitsimmons (dalam Lijan Poltak Sianmbela, dkk, 2006:7) ditandai dengan penyediaan sumber daya manusia serta sumberdaya lainnya seperti sarana dan prasarana pelayanan. Sumber daya manusia yang baik dan memiliki kecakapan merupakan faktor utama dalam pelaksanaan pelayanan serta penentu keberhasilan tercapainya tujuan pelayanan publik.

Sumberdaya manusia BPABN yang memadai dapat dijelaskan dengan kemampuan pengelola BPABN dalam melayani pelanggan, menanggapi pengaduan pelanggan dengan cepat serta ketersediaan personil pengelola yang mencukupi untuk melayani pelanggan tersebut. Pengelola BPABN terdiri dari 6 orang dengan tugas masing-masing yang memiliki pendidikan yang tergolong rendah.

Tabel 4.3

Tingkat Pendidikan Pengelola BPABN Lansek Kadok

		No

		Tingkat Pendidikan

		Jumlah



		1

		SD

		



		2

		SMP

		2



		3

		SMA

		3



		4

		Diploma

		1



		Total

		6





(Sumber : BPABN Lansek Kadok, 2013)

Hal tersebut dikarenakan BPABN tidak mengutamakan pendidikan dalam pemilihan para pengelolanya, tapi lebih mengutamakan siapa yang mau dan sanggup untuk mengelola BPABN. Selain itu dikarenakan oleh BPABN merupakan milik masyarakat sehingga setiap masyarakat berhak menjadi pengelola BPABN.

Pengelola BPABN merasa sanggup untuk mengelola BPABN serta mampu untuk melayani pelanggan. seperti yang di ungkapkan oleh pengawas BPABN Lansek Kadok, Firdaus, S,Pd.

“ Dalam pemilihan fungsionaris atau pengelola BPABN tidak mengutamakan pendidikan namun lebih mengutamakan siapa yang sanggup dan mampu untuk mengelola serta melayani pelanggan dengan baik. Hal ini dilakukan sejak didirikannya BPABN, untuk mengutamakan pendidikan susah, karena rata-rata masyarakat yang telah berpendidikan banyak yang meninggalkan kampung atau juga memiliki pekerjaan yang lain” (wawancara 6 Juni 2014)

Selain itu sekretaris BPABN Lansek Kadok Rio Oktavianus yang merupakan memiliki pendidikan yang tertinggi diantara pengelola BPABN yang lain yaitu DIII, mengungkapkan

“ BPABN tidak mengutamakan pendidikan untuk menjadi pengelola, tapi lebih mengutamakan orang-orang yang mampu serta mau menjadi pengelola organisasi kemasyarakatan ini. Karena BPABN ini merupakan organisasi milik masyarakat,jadi setiap masyarakat mempunyai hak untuk menjadi fungsionaris BPABN. Dan bagi setiap masyarakat yang mau menjadi fungsionaris BPABN akan diposting dan dipilih oleh pemuka masyarakat seperti ninik mamak”. (wawancara 4 Juni 2014)

Dari uraian wawancara penulis tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pengelola BPABN tidak harus memiliki pendidikan yang tinggi, namun memahami bagaimanan cara mengelola organisasi kemasyarakatan dan mau melaksanakannya, karena BPABN Lansek Kadok merupakan milik masyarakat nagari secara bersama.

Menurut  Parasuraman, Zeithaml, dan Berry (dalam Aldri frinaldi, 2012:304), tangibles yaitu penampilan fisik, perlengkapan, pegawai, dan cara dalam berkomunikasi. Dengan demikian penampilan fisik pengelola BPABN juga mentukan kualitas pelayanan yang diberikan untuk pelanggan. Hal ini dapat ditandai dengan adanya baju seragam kerja yang dimiliki oleh pengelola dalam bekerja. Namun para pengelola BPABN tidak memiliki seragam kerja.

Selain di tandai dengan penyediaan sumberdaya manusia, tangibles juga ditandai dengan penyediaan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pelayanan publik. Sarana dan prasarana merupakan faktor penunjang keberhasilan pelaksanaan pelayanan air bersih oleh BPABN. Namun sarana dan prasarana BPABN sejauh ini belum memadai dalam pelaksanaan pelayanannya.

Sarana kantor BPABN yang berkedudukan di Jorong I Pasar Lansek Kadok, tidak berfungsi dengan baik, bahkan tidak ada kantor yang jelas dan benar-benar tempat BPABN Lansek Kadok bernaung. Namun pengelola hanya menggunakan sebuah tempat usaha salah satu pengelolanya sebagai kantor dan tempat pengaduan pelanggan. Selain itu pelanggan juga dapat langsung menemui pengelola dikediaman pengelola BPABN sendiri.

Berbeda dengan sarana kantor, prasaranan BPABN sudah hampir memadai dalam pelaksanaan pelayanan air bersih untuk pelanggan BPABN. BPBAN memiliki persediaan pipa paralon sambungan, kran air, dan perlengkapan teknis yang diberikan kepada masing-masing teknisi seperti, linggis, gergaji besi, paku aspal/batu obeng serta lem paralon. BPABN memiliki tiga bak penampungan utama dalam pemasokan air bersih yang berasal langsung dari sumber mata air dengan penyaringan sederhana seperti kain halus dan jaring untuk menyaring kotoran yang berukuran besar. Namun BPABN tidak menyediakan meteran air untuk mengganti yang rusak, oleh karena itu banyak meteran air pelanggan yang rusak dan tidak diperbaiki.

Seperti yang diungkapkan oleh Epi selaku tenaga lapangan/ tenaga teknisi BPABN terkait dengan sarana dan prasarana Ia mengatakan

“ Fasilitas BPABN memang belum memadai, seperti kantor tidak berfungsi dengan semestinya, karena kantor sekarang hanya digunakan sebagai tempat pengaduan pelanggan serta tempat persediaan perlengkapan air lainnya. Selain pelanggan dapat menyampaikan keluhan di kantor BPABN, pelanggan juga dapat langsung menemui pengelola BPABN dimanapum mereka berada. Meteran air tidak ada persediaan untuk memperbaiki meteran air pelanggan yang rusak karena keterbatasan dana yang BPABN miliki, sehingga kami hanya membeli meteran untuk pelanggan baru” (wawancara 11 Juni 2014)

Pendapat itu juga dikuatkan oleh Firdaus, S,Pd selaku pengawas BPABN Ia mengatakan

“ Sarana kantor BPABN sampai sekarang memang belum ada yang jelas, namun sekarang konter (tempat usaha) salah satu pengelola yang dijadikan kantor dan tempat berkumpul para pengelola BPABN, karena memang konter itu merupakan kantor LPN (lumbung pitih nagari). Sedangkan fasilitas air semua selalu ada persediaan kecuali meteran air, karena meteran air hanya diperuntukkan bagi pelanggan baru.” (wawancara 6 Juni 2014)

Selain itu Syamri selaku Ketua BPABN juga mengungkapkan hal yang sama

“ Kantor kami berpusat di jorong I pasar Lansek Kadok yaitu kantor LPN Lansek Kadok, walaupun tidak berfungsi dengan semestinya tapi kami memanfaatkan tempat itu untuk mengadakan rapat, ataupun berdiskusi tentang permasalahan air, serta tempat pelanggan untuk menyampaikan keluhan tentang permasalahannya terkait tentang air bersih yang di alirkan oleh BPABN. Sedangkan perlangkapan air semuanya lengkap dan ada persediaan, sedangkan meteran air digunakan hanya untuk pelanggan baru untuk pelanggan yang meteran airnya rusak, untuk sementara belum ada persediaan pada kami” (wawancara 7 Juni 2014)

Berdasarakan penjelasan pengelola BPABN diatas yang telah penulis wawancarai selama penelitian dan selama penulis melakukan observasi dapat penulis pahami bahwa sarana dan prasarana BPABN belum memadai. Hal ini dapat dilihat dari penjelasan dari para pengelola. Seharusnya sarana dan prasarana dalam melaksanakan pelayanan air bersih harus memadai, supaya pelanggan tidak merasa kebingungan dalam mencari pengelola untuk menyampaikan keluhannya.

c. Responsiveness

Dalam pelayanan publik responsiveness menurut Fitsimmons (dalam Lijan Poltak Sianmbela, dkk, 2006:7) ditandai dengan keinginan melayani konsumen dengan cepat. Dapat diwujudkan dengan penetapan waktu minimun proses pelayanan. Keinginan para pengelola untuk melayani pelanggan dengan cepat merupakan hal yang selalu diharapkan setiap penerima layanan atau pelanggan. Dalam pelayanan air bersih BPABN juga diharapkan memberikan pelayanan yang cepat dari pengelola, seperti pelayanan dalam memperbaiki kerusakan air sehingga pelanggan tidak kehabisan persediaan air untuk dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari.

Sedangkan menurut Parasuraman, Zeithaml, dan Berry (dalam Aldri Frinaldi, 2012:304) Responsiveness (daya tanggap), yaitu keinginan para pemberi layanan untuk membentuk dan memberikan pelayanan yang cepat tanggap.

Tanggapan dan respon yang cepat dari pengelola BPABN untuk melayani pelanggannya akan mengurangi ketidak merataan air yang mengalir untuk pelanggan. Selama penulis melaksanakan observasi serta penelitian di Kenagarian Lansek Kadok, pelayanan BPABN masih tergolong lamban dalammenanggapi pengaduan pelanggan. Seperti Bu Erda yang penulis wawancarai menyatakan

“ Saya sudah menyampaikan keluhan pada pengelola BPABN tentang tersumbatnya pipa paralon sambungan ke rumah saya sehingga air tidak mengalir, namun sudah dua hari belum juga diperbaiki oleh pengelola BPABN sedangkan kami sangat membutuhkan air untuk beraktifitas. Persediaan air kami hanya mencukupi untuk satu hari saja, sedangkan kami membutuhkan air setiap harinya, karena sumber air kami hanya dari air bersih BPABN”. (wawancara 9 Juni 2014)

Pelanggan lain juga mengungkapkan pendapatnya tentang pelayanan BPABN yang lamban. Bu Ernis mengatakan

“ Sebelumnya terjadi kerusakan pada aliran air kerumah saya sehingga air tidak mengalir, saya sudah menyampaikan pengaduan pada pengelola berkali-kali, namun baru diperbaiki berhari-hari setelah itu. Setelah itu tejadi pula kebocoran pada pipa paralon sambungan ke rumah saya sehingga air terbuang dititik yang bocor, itupun diperbaiki setelah kira-kira tiga hari.” (wawancara 6 Juni 2014)

Selain itu beberapa pelanggan lain juga mngungkapkan hal yang sama, seperti Bu Lidia yang menyatakan

“ Pipa paralon sambungan ke rumah kami rusak, kami sudah menyampaikan berulangkali pada pengelola BPABN namun tidak juga diperbaiki. Karena kerusakan itu air tidak mengalir kerumah kami dan terbuang sia-sia ditempat yang bocor, sedangkan pipa paralon sambungan itu untuk empat rumah. Sebelumnya pengelola menyarankan kami membeli paralon baru untuk memperbaikinya, dan sudah kami lakukan, tapi belum juga diperbaiki sehingga kami coba saja memperbaikinya sendiri atas saran dari pengelola BPABN namun ternyata makin besar kerusakannya. Hal ini membingungkan kami “ (wawancara 9 Juni 2014)

Berdasarkan uraian wawancara penulis dengan pelanggan BPABN diatas dapat penulis pahami bahwa pengelola BPABN kurang cepat dan tanggap dalam menanggapi pengaduan pelanggan. Pelanggan yang rata-rata hanya memiliki sumber air dari BPABN saja menjadi kekurangan air karena tidak mengalirnya air kerumah mereka karena kurang tanggapnya pengelola dalam menanggapi pengaduan pelanggan tersebut.

Pengaduan pelanggan tentang kerusakan aliran air bersih untuk pelanggan seharusnya diperbaiki dan ditanggapai dengan cepat oleh pengelola agar air tidak tebuang sia-sia. Selain itu ketika terjadinya kerusakan pada pipa paralon sambungan untuk pelanggan seperti bocor, akan berdampak kepada pelanggan lain. Karena jika seandainya saja terjadi kebocoran pada beberapa titik saja, air akan terbuang saja pada titik kebocoran, sehingga tidak mengalir pada pelanggan lain yang berada setelah titik kebocoran tersebut.

Keluhan yang disampaikan pelanggan BPABN mengenai pelayanan pengelola yang lamban. Pengelola BPABN mennyampaikan pendapatnya seperti Epi tenaga teknisi BPABN mengatakan

“ Kami sebagai pengelola telah melakukan tugas kami sebaik mengkin, menanggapi pengaduan pelanggan juga sebisa mungkin kami lakukan dengan cepat. Namun pengaduan pelanggan kami tanggapi sesuai dengan kondisi saat itu, seandainya pelanggan menyampaikan keluhan kerusakan pada pagi hari, kami akan berusaha memperbaikinya siang atau pagi, kalau seandainya pengaduannya sore, kami akan memperbaikinya hari berikutnya. Namun terkait dengan beberapa pelanggan yang mengeluh akan pelayanan yang kami lakukan bukan dengan sengaja, karena terkadang kami sebagai pengelola memiliki pekerjaan lain yang harus kami lakukan saat itu, sehingga kami menunda melayani pelanggan tersebut.” (wawancara 11 Juni 2014)

Selain itu Rio Oktavianus, sekretaris BPABN juga menanggapi hal tersebut Ia manyatakan

“ Pengelola BPABN telah berusaha melayani pelanggan secepat mungkin yang kami bisa. Walaupun beberapa pelanggan mengeluh akan terjadinya keterlambatan tanggapan pengaduan mereka, hal ini dikarenakan terkadang teknisi tidak bisa memperbaikinya dengan cepat karena keadaan tertentu”. (wawancara 4 Juni 2014)

Dengan demikian dapat penulis simpulkan bahwa pengaduan pelanggan lamban ditanggapi oleh pengelola karena alasan pribadi. Selain itu pengelola seolah tidak mengutamakan kewajibannya sebagai pengelola BPABN melainkan mementingkan kepentingan pribadi mereka. Dari 13 pelanggan yang mengalami kerusakan penulis wawancarai, semua mengeluhkan hal kelambanan BPABN dalam memperbaiki kerusakan pada pipa paralon sambungan pelanggan. Sedangkan pelanggan sangat membutuhkan air setiap hari, karena air merupakan kebutuhan pokok setiap manusia. Selama penulis pelakukan penelitian ada tiga belas titik kebocoran pada pipa parlon sambungan untuk pelanggan.

Hal ini juga dikarenakan tidak adanya batas waktu yang ditetapkan oleh BPABN dalam melaksanakan pelayanannya dalam menanggapi pengaduan pelanggan, sehingga pelanggan menganggap pengelola lamban karena pelanggan menginginkan pelayanan yang sangat cepat, karena persediaan air mereka hanya terpusat pada air bersih BPABN saja.

d. Assurance

Assurance menurut fitsimmons (dalam Lijan Poltak Sianmbela, dkk, 2006:7) dapat ditandai dengan tingkat perhatian terhadap etika dan moral dalam memberikan pelayanan. Hal ini tercermin dari sikap yang ditunjukkan oleh pengelola BPABN kepada pelanggannya. Selama penulis melakukan penelitian tentang pelayanan BPABN, sejauh ini menurut penulis pengelola BPABN memiliki sikap yang baik pada pelanggan. Pengelola tidak pernah meninggi suara pada pelanggan, tidak pernah mengacuhkan pelanggan, selalu menanggapi pelanggan yang sedang menyampaikan keluhannya pada pengelola BPABN dengan ramah.

Selain itu pengelola yang bertugas meminta langsung pembayaran air pelanggan juga menunjukkan sikap yang baik dan ramah, walaupun dia terlihat lelah meminta tagihan ke setiap rumah pelanggan. Selama penulis teliti tenaga administrasi BPABN ini selalu menunjukkan sikap yang ramah walaupun banyak pelanggan yang menunggak pembayaran.

Pelanggan BPABN yang penulis wawancaraipun mengungkapkan hal yang sama, seperti Bu Erda yang pernah menyampaikan keluhannya pada pengelola BPABN mengatakan

“ Selama saya menyampaikan keluhan pada pengelola BPABN tentang kerusakan yang terjadi pada pipa paralon sambungan ke rumah saya, pengelola BPABN menunjukkan sikap yang baik juga ramah, dan menanggapi pengaduan saya dengan baik, tidak ada kata-kata yang kasar ataupun nada yang tinggi dari mereka, walaupun saya sudah sering mendatangi mereka untuk menyampaikan keluhan saya tersebut”. (wawancara 9 Juni 2014)

Selain itu pelanggan yang pernah mangadukan bahwa terjadi kerusakan pada pipa paralon melalui saluran telepon juga mengungkapakan hal yang sama. Pelanggan tersebut bernama Pak Beni mengatakan

“ Saya pernah mengadukan terjadinya kerusakan pada pipa paralon yang berada di jembatan yang menyeberangi sungai Koto Panjang, karena saya memiliki nomor telepon salah satu pengelola BPABN, saya langsung menghubunginya melalui saluran telepon. Diapun menanggapinya dengan baik, nada suaranyapun tidak meninggi” (wawancara 11 Juni 2014)

Buk Nofri Yetti, S,Pd yang juga merupakan pelanggan BPABN yang pernah menyampaikan keluhan pada pengelola BPABN juga mengungkapkan hal yang sama

“ Dalam menanggapi pengaduan pelanggan sejauh yang saya tahu tidak ada pengelola menanggapinya dengan sikap yang buruk. Mereka selalu berusaha bersikap baik pada pelanggan, apalagi tenaga administrasi yang menagih pembayaran air, selalu bersikap baik dan ramah walaupun terkadang banyak pelanggan yang menunggak pembayaran “ (wawancara 4 Juni 2014)

Berdasarkan uraian diatas menurut penulis pengelola BPABN memiliki sikap yang baik dan ramah pada setiap pelanggan tanpa membeda-bedakan pelanggan. Sikap, etika dan moral yang baik yang di tunjukkan pemberi layanan kepada penerima layanan menentukan keberlanjutan pelayanan yang diselenggarakannya tersebut.

e. Empati

Empati menurut Fitsimmons (dalam Lijan Poltak Sianmbela, dkk, 2006:7) ditandai dengan kemauan untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan konsumen. Menurut Rihandoyo, dkk dalam tulisannya yang berjudul “Analisis Kualitas Pelayanan Pembuatan E-Ktp Di Kecamatan Pedurungan” empati yaitu “usaha dari pihak penyedia layanan untuk mengenal dan memahami kebutuhan pelanggan dan menaruh perhatian pada mereka secara individual”. Empati juga dapat ditandai dengani penciptaan rasa puas dan berusaha untuk memahami apa yang diperlukan oleh pelanggan BPABN. Empati dalam pelayanan juga dapat dilakukan dengan  membantu dan memecahkan suatu masalah secara spontan dan senang hati.

Dengan adanya rasa empati dari pengelola BPABN kepada pelanggannya, akan lebih memudahkan pengelola untuk melayani pelanggan dengan lebih baik lagi, sehingga dapat membantu tercapainya tujuan pelayanan BPABN. Menurut penulis pengelola BPABN juga memiliki rasa empati untuk melayani pelanggannya, hal ini dapat dilihat dari pernyataan pelanggan BPABN seperti Bu Ernis yang menyatakan

“ Dalam menanggapi pengaduan sayaagar pengelola memperbaiki kerusakan pada aliran air kerumah saya pengelola BPABN memperhatikan apa-apa saja yang dibutuhkan dengan menanykan sejelas mengkin kepada saya. Seperti kemarin mereka menyarankan untuk mengganti semua pipa paralon yang ada karena sudah banyak yang rusak, dan mereka menyuruh kami membeli pipa paralon baru. Tapi saya tidak bisa untuk membelinya, dan meminta mereka yang membeli dengan uang dari saya. sedangkan biaya perbaikan, mereka hanya minta sekedarnya, karena kebetulan waktu itu saya juga sedang kekurangan uang”. (wawancara 6 Juni 2014)

Pelanggan lain seperti Bu Nora mengatakan hal yang sama yaitu



“ Sebelumnya meteran air saya mengalami kerusakan sehingga biaya pemakaian air saya tidak terhitung dengan baik. Ketika petugas pembayaran datang untuk meminta tagihan air saya, dan melihat meteran air lalu mengatakan kalau tagihan air saya lebih mahal dari yang sebelumnya. Tapi saya protes dan mengatakan kepada petugas tersebut bahwa meteran air saya rusak, dan kemudian pembayaran air disamakan dengan bulan sebelumnya. Menurut saya pengelola BPABN sangat memahami kondisi saya”.

Epi pengelola BPABN menguatkan pendapat-pendapat pelanggan tersebut. Ia mengatakan

“ Kami berusaha memahami situasi dan kondisi pelanggan, sebagai masyarakat kita harus saling mengerti satu sama lain, begitu pula dengan pelanggan BPABN. Kami tidak bisa memaksakan kehendak kami dalam melayani pelanggan, kami berusaha menuruti keinginan pelanggan selama keinginan itu yang wajar- saja”. (wawancara 11 Juni 2014)

Menurut penulis berdasarkan uraian wawancara diatas pengelola BPABN sudah memahami pelanggan dengan baik. Sudah adanya pendekatan secara pribadi kepada pelanggan yang ditunjukkan oleh pengelola BPABN kepada pelanggan.

2. Faktor-faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Pelayanan BPABN di Nagari Lansek Kadok Kabupaten Pasaman.

Selama pelaksanaan pelayanan oleh BPABN Lansek Kadok untuk nagari Lansek Kadok, masih ada faktor-faktor penghambat seperti, sumberdaya manusia serta sarana dan prasarana (tangibles) yang belum memadai.

a. Tangibles

Sumberdaya manusia merupakan faktor utama terlaksananya pelayanan publik dengan baik untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pelayanan. Sedangkan sarana dan prasarana merupakan faktor penunjang keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik.



Sumber daya manusia yang menjadi pengelola BPABN masih memilki tingkat pendidikan yang rendah. Selain itu masih kurangnya tenaga ahli dalam pengelolaan BPABN juga merupakan faktor penghambat pelaksanaan pelayanannya. Dengan hanya memiliki dua orang tenaga teknisi, maka untuk memberikan pelayanan yang cepatpun akan lebih susah untuk diwujudkan. Seperti sekarang banyaknya masyarakat yang mengeluhkan lambannya pelayanan BPABN dalam memperbaiki kerusakan aliran air.

Dengan dua orang teknisi, mereka akan merasa kewalahan melayani pelanggan karena tidak sebanding dengan jumlah pelanggan. Sebagaimana yang terlihat dari hasil wawancara penulis dengan Epi, yang merupakan tenaga tekni/ tenaga lapangan BPABN

“ Dalam keadaan seperti sekarang ini untuk melayani pelanggan dengan cepat memang agak sedikit sulit. Saya pribadi merasa kewalahan karena harus memperbaiki kerusakan-kerusakan pada aliran air yang ada, belum lagi saya juga harus melakukan tugas yang lain. Terkadang memang sulit untuk membagi waktu”. (wawancara 11 Juni 2014)

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Syamri ketua BPABN

“ Jika melihat keadaan sekarang, memiliki dua teknisi memang terlihat tidak sebanding dengan yang harus mereka kerjakan untuk melayani pelanggan dengan baik. Tapi ini memang sudah keputusan dengan memiliki dua teknisi, jadi mereka memang harus berusaha yeng terbaik dalam melayani pelanggan agar tidak ada nya pelanggan yang mengeluh”.

Dari uraian wawancara  diatas dapat penulis simpulkan bahwa sumberdaya manusia yang menjadi pengelola BPABN memang belum memadai. Sehingga belum terwujudnya pelayanann yang optimal untuk pelanggan.

Selain itu sarana dan prasarana yang merupakan penunjang keberhasilan dalam pelaksanaan pelayanan pada BPABN juga belum memadai. Seperti kantor BPABN yang tidak berfungsi dengan semestinya, bahkan pelanggan harus menemui pengelola di kediaman pengelola yang bersangkutan.

Fasilitas peralatan air bersih yang juga belum memadai seperti pipa paralon aliran utama air bersih yang tidak sempurna sehingga seringnya terjadi kerusakan pada pipa paralon sambungan pelanggan. Sesuai dengan yang di ungkapkan oleh Epi tenaga teknis BPABN

“ Dalam permasalahan air yang menjadi kendala utama sehingga banyaknya terjadi kerusakan pada pipa paralon sambungan pelanggan adalah pipa paralon utama air bersih yang tidak sempurna, karena tidak sama ukurannya. Seperti pipa paralon dari sumber air berukuran 4 inci hingga Koto Tinggi, dari Koto tinggi ke Pasar Lansek Kadok berukuran 3 inci, dan dari Pasar Lansek Kadok sampai ke Simpang Tiga Rambah berukuran 2 inci. Sedangkan persediaan air sangat banyak sehingga terjadilah kebocoran pada pipa paralon sambungan pelanggan karena kapasitas air yang banyak sedangkan tempat alirannya tidak memadai” (wawancara 11 Jini 2013)

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Rio Oktavianus sekretaris BPABN membenarkan pendapat yang diatas

“ Yang dikatakan oleh saudara Epi memang benar, kapasitas air pada bak penampungan utama selalu bertambah, apalagi saat turun hujan. Karena pipa paralon yang tidak sama, ukurannya lebih besar pada sumber air dibandingkan dengan paralon yang jauh dari sumber air yang lebih kecil ukurannya, sehingga pipa paralon sambungan pelanggan sering bocor kareda meledaknya kapasitas air”. (wawancara 13 Juni 2014)

Dengan demikian prasarana pada aliran air bersih memang belum memadai dengan baik sehingga sering terjadinya kerusakan aliran air pada pelanggan. Selain itu peralatan pada penyaringan air bersih juga sangat terbatas sehingga sering terjadi penyumbatan dan air pun mati. Hal ini juga di ungkapkan oleh Epi teknisi BPABN.

“ Penyebab air mati biasanya terjadinya penyumbatan pada saringan air di bak penampungan utama air bersih, karena sumber air yang berasal dari mata air sering bercampur dengan kotoran seperti daun kering, tanah, ataupun ranting kayu. Karena saringan yang kami gunakan hanya berupa kain halus dan jaring-jaring sehingga penyumbatanpun mudah terjadi, dan air bersih yang mengalir ke pelanggan sering menjadi keruh karena bercampur dengan kotoran tersebut” (wawancara 11 juni 2014)

Pelanggan BPABN yang juga telah mengatahui hal tersebut juga mengungkapkan hal yang sama, Bu Rona Andriana mengatakan

“ Sebagai pelanggan BPABN kami juga mengetahui keadaan fasilitas air bersih BPABN, karena pengelola sering menjelaskan hal tersebut apabila air mati. Dan kita juga tahu kalau sering terjadi penyumbatan pada bak utam air bersih. Air yang mengalir kerumah kamipun masih mengandung kotoran air seperti lumpur air dikarenakan saringannya masih sederhana”. (wawancara 6 Juni 2014)

Dari uraian tersebut dapat penulis simpulkan bahwa fasilitas air bersih BPABN belum memadai secara optimal, sehingga seringnya terjadi permasalahan pada aliran air bersih. Selain hal diatas, prasarana yang belum lengkap pada BPABN adalah tidak adanya persediaan meteran untuk mengganti meteran pelanggan yang rusak. Hal ini di ungkapkan oleh Firdaus, S.Pd yang merupakan pengawas BPABN

“ Fasilitas yang belum lengkap dari BPABN adalah tidak adanya persediaan meteran untuk mengganti meteran pelanggan yang rusak dan yang sudah lama terpakai, sehingga banyaknya meteran pelanggan yang tidak berfungsi lagi. Ini dikarenakan kurangnya dana pengelolaan BPABN, selama ini bantuan dana yang ada digunakan untuk pengemabangan BPABN saja tidak untuk memperbaiki yang ada.” (wawncara 6 Juni 2014)

Sekretaris BPABN Rio Oktavianus juga mengungkapkan hal yang sama

“ Selama ini kami memang tidak menyediakan meteran untuk mengganti meteran pelanggan yang rusak, sekarang memang banyak meteran pelanggan yang mengalami kerusakan. Hal ini dikarenakan kurangnya dana yang kami miliki, dan dana-dana bantuan sebelumnya digunakan untuk pengembangan BPABN saja”. (wawancara 7 Juni 2014)

Epi tenaga teknis BPABN juga mengungkapkan hal yang sama membenarkan pendapat diatas

“ Meteran memang tidak ada persediaan untuk pelanggan lama, hanya untuk pelanggan baru. Ini dikarenakan pendapatan BPABN yang kurang memadai, pendapatan BPABN tidak pernah cukup untuk membuat persediaan meteran pelanggan, karena sekarang banyak pelanggan yang meteran yang rusak”. (wawancara 11 juni 2014)

Uraian wawancara diatas dapat penulis simpulkan bahwa fasilitas BPABN banyak yang belum memadai. Selain itu yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan pelayanan BPABN adalah biaya, kekurangan biaya menyebabkan tidak memadainya prasarana BPABN. Berdasarkan hasil penelitian penulis hal ini dikarenakan biaya BPABN hanya berasal dari pembayaran air pelanggan dan digunakan untuk mengelola BPABN sendiri. 

Pendapatan BPABN yang tidak pernah tetap setiap bulannya yaitu berkisar antara kurang lebih Rp. 3.000.000,- atau 4.000.000,-, dikarenakan adanya beberapa pelanggan yang enggan untuk membayar tagihan air tiap bulan. Dikarenakan pendapatan BPABN yang tidak pernah tetap sehingga pengelola BPABN hanya membuat persediaan perlengkapan pelayanan hanya untuk keperluan pelanggan baru, sedangkan pelanggan lama seolah terabaikan dan masih kurangnya perhatian pengelola terhadap pelanggan yang lama.

Tapi dengan alokasi dana yang jelas akan dapat membantu persediaan dana BPABN, alokasi dana BPABN dapat dilihat dalam tabel berikut ini :







Tabel 4.4

Alokasi dana BPABN Lansek Kadok

		No

		Alokasi Dana

		%



		1

		Untuk biaya pengembangan BPAB

		50



		2

		Untuk Biaya Sosial

		10



		3

		Fungsionaris Penasehat / Pelindung

		10



		4

		Fungsionaris badan pengawas

		10



		5

		Fubgsinaris pengelola

		20





(Sumber : BPAB Nagari Lansek Kadok, 2013)

3. Solusi yang Tepat dalam Mengatasi Faktor-faktor Penghambat Pelaksanaan Pelayanan BPABN di Nagari Lansek Kadok Kabupaten Pasaman.

Pelaksanaan pelayanan publik tidak selalu berjalan dengan baik, dalam pelaksanaannya pemberi layanan akan menemukan atau menghadapi faktor-faktor penghambat. Hal tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor sumberdaya manusia ataupun kurang memadainya sarana dan prasarana pelayanan seperti yang dialami oleh Badan Pengelolaan Air Bersih Nagari Lansek Kadok tersebut.

Untuk keberhasilan dan keberlanjutan pelakasanaan pelayanan publik faktor-faktor penghambat tersebut harus dicari solusinya agar tujuan pelayanan tercapi dengan maksimal. Dalam permasalah yang dihadapi BPABN, fungsionaris BPABN mengemukakan pendapatnya agar faktor-faktor penghambat pelaksanaan pelayanan BPABN dapat teratasi dengan solusi yang baik. Seperti yang di ungkapkan oleh Epi teknaga teknis BPABN

“ Menurut saya, untuk mengatasi faktor-faktor penghambat yang kami alami sebagai pengelola BPABN adalah, meningkatkan lagi pendapatan. Karena sekarang pendapatan BPABN kurang memadai disebabkan banyaknya pelanggan yang enggan membayar tagihan air bersih dan kami tidak bisa tegas dalam menghadapi pelanggan yang seperti itu, takut adanya tanggapan yang negatif dari pelanggan nantinya. Selain itu BPABN harusnya memiliki badan hukum yang jelas, agar pelanggan tidak bisa melanggar aturan BPABN seperti sekarang ini. Karena masukan BPABN hanya dari tagihan pembayaran air. Kalau pelanggan membayar dengan benar kami pasti bisa mencukupi fasilitas yang belum lengkap sekarang ini serta mengganti pipa paralon yang belum sempurna untuk menghindari kerusakan aliran air” (wawancara 11 Juni 2014)

Pendapat yang sama juga di ungkapkan oleh sekretaris BPABN Rio Oktavianus

“ Karena yang menjadi permasalahan utama dalam faktor penghambat adalah kurang memadainya sarana dan prasarana BPABN yang disebabkan kurangnya dana alokasi BPABN. Untuk mengatasi permasalahan yang tepat menurut saya adalah meningkatkan pendapatan , serta memfokuskan lagi alokasi dana yang ada agar dapat melengkapi apa saja yang masih dibutuhkan oleh BPABN, serta dapat meningkatkan pelayanan”. (7 Juni 2014)

Dari uraian wawancara diatas dapat penulis simpulkan bahwa  solusi yang tepat dalam mengatasi faktor-faktor penghambat pelaksanaan pelayanan BPABN di Nagari Lansek Kadok Kabupaten Pasaman, yang paling utama adalah meningkatkan pendapatan BPABN serta adanya badan hukum yang jelas agar pelaksanaannya lebih tegas dan jelas.

Untuk meningkatkan pendapat BPABN seharusnya pengelola BPABN lebih memahami pelanggan serta adanya pemantauan kepuasan pelanggan atas pelayanan yang diberikan. Karena rasa puas pelanggan sangat mempengaruhi keberlangsungan suatu pelayanan. Mendengarkan masukan dari pelanggan sangat berharga sekali, karena dapat memahami keinginan dan kebutuhan pelanggan.

Selain itu faktor utama untuk mengatasi faktor penghambat pelaksanaan pelayanan adalah sumberdaya manusianya, seharusnya dilakukan dengan memilih orang-orang yang tepat dalam mengelola organisasi kemasyarakatan seperti BPABN, selain itu memotivasi pengelola, serta mengadakan pengembangan atau pelatihan bagi pengelola terutama tentang pelayanan publik.

Seperti yang dinyatakan oleh Bapak Firdaus, S,Pd selaku pengawas BPABN, Ia menyatakan

“ Menurut pendapat saya hal yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang ada pada BPABN terletak pada sumberdaya manusianya (pengelola BPABN). Untuk menjadikan BPABN lebih maju seharusnya yang menjadi pengelola BPABN memiliki pengetahuan khusus tentang bagaimana cara yang tepat untuk mengelola BPABN agar lebih baik, mengelola keuangan BPABN agar dapat dialokasikan dengan baik dan bermanfaat. Selain itu pengelola BPABN harusnya mengadakan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap fasilitas air bersih, seperti pemeriksaan pipa paralon sambungan untuk pelanggan serta pemeriksaan meteran pelanggan. Agar dapat mengganti ataupun memperbaiki yang sudah tidak layak lagi untuk digunakan”. (wawancara 6 Juni 2014)

Dengan dikelola oleh orang-orang yang betul-betul memahami dalam mengelola suatu organisasi faktor-faktor penghambat tersebut dapat teratasi dengan baik dan menjadikan organisasi maju kedepannya. Dan dengan adanya pemeriksaan kembali akan mempertahankan keutuhan aliran air bersih BPABN sehingga kerusakan dapat dihindari.

Dari penjeasan temuan khusus diatas dapat penulis simpulkan bahwa, pelayanan BPABN di Nagari Lansek Kadok Kabupaten Pasaman, belum optimal dikarenakan dari lima indikator kualitas peayanan menurut Fitsimmons yaitu reliability, tangibles, responsivenass, assurance dan empati hanya dua indikator yang dilakukan dengan benar yaitu assurance dan empati, sedangkan tiga indikator lagi yaitu reliability, tangibles, dan responsiveness tidak dilakukan dengan baik dalam pengelolaab BPABN.

Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pelayanan oleh BPABN di Nagari Lansek Kadok Kabupaten Pasaman adalah indikator tangibles, karena kurang memadainya sumberdaya manusia yang menjadi pengelola BPABN. Selain itu kurang memadainya sarana dan prasaran BPABN yang disebabkan kurangnya dana pengembangan BPABN.

Selain itu yang menjadi solusi yang tepat dalam mengatasi faktor-faktor penghambat pelaksanaan pelayanan BPABN di Nagari Lansek Kadok Kabupaten Pasaman menurut pengelola adalah meningkatkan pendapatan agar memadainya sarana dan prasarana BPABN, serta memilih orang-orang yang memiliki pengetahuan khusus tentang mengelola organisasi kemasyarakat demi kemajuan organisasi BPABN tersebut. Serta melakukan pengecekan ulang terhadap fasilitas aliran air bersih agar tetap terjaga dengan baik dan terhindar dari kerusakan.

C. Pembahasan

1. Belum Optimalnya BPABN dalam Melayani Masyarakat Nagari Lansek Kadok Kabupaten Pasaman.

a. Reliability

Reliability  menurut Fitsimmons (dalam Lijan Poltak Sianmbela, dkk, 2006:7) ditandai dengan pemberian pelayanan yang tepat dan benar. Pelayanan yang tepat dan benar dapat ditunjukkan dengan memberikan pelayanan yang mementingkan pelanggan, memberikan pelayanan yang dapat dipercaya sesuai dengan tugas utama organisasi, serta keandalan pemberi pelayanan memberikan pelayanan kepada penerima pelayanan. Dalam pelayanan BPABN, pelayanan yang diberikan hendaknya sesuai dengan kewajiban fungsionaris yaitu (1) Menjaga kelancaran air sampai kepada pelanggan, (2) Menjaga agar meteran air tetap berfungsi dengan baik, (3) memberikan pelayanan yang semaksimal mungkin pada pelanggan. Selain itu memberikan pelayanan yang adil pada setiap pelanggan juga merupakan pelayanan yang tepat dan benar.

Sebagaimana yang di jelaskan oleh Parasuraman dalam Tjiptono (2008:108) reliability atau juga yang disebut oleh Parasuraman reliabilitas, 

  mencakup dua aspek utama, yaitu konsistensi kinerja ( performance) dan sifat terpercaya (dependability). Hal ini berarti perusahaan atau organisasi mampu menyampaikan layanannya secara benar sejak awal (right the first time), memenuhi janji secara akurat dan andal (misalnya, memberikan layanan sesuai dengan yang disepakati sebelumnya), menyimpan data (record) secara tepat, dan mengirimkan tagihan secara akurat.



Dari pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan dituntut untuk dilakukan dengan tepat dan benar, yang dapat tercermin dari kinerja para pemberi layanan serta memberikan pelayanan yang pasti pada pelanggan sesuai dengan ketentuan dan kewajiban yang telah ditetapkan sebelumnya. Sejalan dengan pendapat Moenir (1992:41) yang menyatakan bahwa pelayanan yang diinginkan oleh penerima pelayanan salah satunya adalah pelayanan yang jujur dan terus terang. Oleh karena itu pelayanan yang dijanjikan oleh pemberi layanan harus sesuai dengan pelayanan yang diberikan kepada semua pelanggan atau penerima layanan, karena pelanggan menginginkan pelayanan yang pasti tersebut bukan hanya sekedar janji saja.

Sedangkan menurut  Parasuraman, Zeithaml, dan Berry (dalam Aldri Frinaldi, 2012:303), reliability (keandalan), yaitu kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera, akurat, dan memuaskan pelanggan. Dalam pelayanan yang diberikan oleh BPABN kepada pelanggannya hal yang dijelaskan di atas belum tergambarkan. Dikarenakan belum adanya ketetapan waktu pelayanan yang diberikan oleh pengelola kepada pelanggan, pengelola BPABN sering menunda-nunda pelayanan untuk pelanggan. Oleh sebab itu pelanggan merasa tidak puas atas pelayanan yang diberikan oleh pengelola kepada mereka, karena pelanggan menginginkan ketetapan waktu yang sesuai janji pengelola kepada pelanggan pada waktu melakukan pengaduan. Selain itu pengelola BPABN tidak memiliki catatan yang resmi tentang pengaduan pelanggan, serta pelayanan apa saja yang diberikan kepada pelanggan.

Untuk melakukan pelayanan yang tepat dan benar tidak terlepas dari kompetensi dan keprofesionalan yang dimiliki oleh pengelola BPABN. Dalam memberikan pelayanan air bersih pengelola harus memiliki keahlian dalam melayani pelanggan, memiliki keahlian dalam mengelola organisasi kemasyarakat agar tujuan pelayanan air bersih oleh BPABN dapat tercapai. Sesuai dengan asas pelayanan publik dalam UU no 25 tahun 2009 salah satunya adalah keprofesionalan yaitu pelaksana pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya.

Sebagaimana yang dikatakan Fitsimmon (dalam Inu Kencana 2003:116) bahwa “rasa puas orang yang memerlukan pelayanan bisa diartikan dengan memperbandingkan bagaimana pandangan antara pelayanan bisa diartikan dengan harapan pelayanan yang diharapkan. Dengan demikian pengelola BPABN harus memperhatikan kebutuhan dan keinginan pelanggan.

b. Tangibles

Tangibles meurut Fitsimmons (dalam Lijan Poltak Sianmbela, dkk, 2006:7) ditandai dengan penyediaan yang memadai sumberdaya manusia serta sumberdaya lainnya. Sumberdaya manusia merupakan para pemberi pelayanan, sedangkan sumberdaya lainnya merupakan bentuk fisik pelayanan seperti sarana dan prasarana pelayanan. Sumberdaya manusia merupakan faktor utama yang menentukan terlaksananya suatu pelayanan, sedangkan sarana dan prasarana merupakan faktor penunjang pelaksanaan pelayanan. Dengan sumberdaya manusia serta sarana dan prasarana yang memadai pelaksanaan pelayanan akan terlaksana dengan baik, dengan demikian yang termasuk kedalam indikator tangibles harus memadai.

Sumberdaya manusia yang memadai dilihat dari kompetensi pemberi pelayanan yaitu tingkat keahlian dan tingkat dan keterampilan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, serta pemberian pelayanan yang tepat dan benar pada pelanggan. Tingkat keahlian pemberi layanan sangat berpengaruh terhadap pelayanan yang diberikan kepada pelanggan sesuai dengan kebutuhan pelanggan, tingkat keahlian dan keterampilan sumberdaya manusia dapat dilihat dari tingkat pendidikan yang dimilki. Dengan keterampilan yang memadai dapat pula meningkatkan keprofesionalan pengelola dalam melakukan tugasnya.

Sebagaimana yang diidentifikasi oleh Parasuraman (1985) dalam Tjiptono (2008:108), 10 dimensi pokok pelayanan yang salah satunya adalah kompetensi, yaitu “penguasaan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan agar dapat melayani sesuai dengan kebutuhan pelanggan, termasuk didalamnya adalah pengetahuan personil dukungan operasional, dan kapabilitas riset organisasi”. Dengan demikian pemahaman dalam melayani pelanggan sangat dibutuhkan agar terwujudnya pelayanan yang diinginkan semua pelanggan.

Selain itu Lijan Poltak Sinambela (2006:6) menyatakan “untuk mencapai kepuasan pelayanan dituntut kualitas pelayanan prima yang tercermin dari kondisional yang merupakan pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektifitas”. Pelayanan harus disesuaikan dengan kemampuan pemberi pelayanan dan penerima pelayanan agar pelayanan yang diberikan tepat dan benar serta sesuai dengan sasaran pelayanan. Kemampuan pemberi pelayanan sangat diutamakan dalam pelaksanaan pelayanan agar tujuan pelayanan dapat tercapai dengan baik.

Faktor penunjang seperti sarana dan prasarana harus memadai seperti kantor, fasilitas pelayanan sesuai dengan bentuk pelayanan supaya pelanggan dapat dengan mudah mendapatkan pelayanan yang diberikan. Sarana kantor harus jelas karena merupakan tempat perkumpulan pemikiran para pengelola pelayanan, kantor juga merupakan pusat pelayanan dan pusat informasi pelayanan. Dengan demikian apabila kantor memadai pelanggan akan mudah untuk mengakses informasi serta menyampaikan keluhannya. Sesuai dengan pendapat Parasuraman dalam Tjiptono (2008:108) yaitu akses meliputi kemudahan untuk dihubungi atau ditemui (approachability) dan kemudahan kontak yang berarti lokasi fasilitas layanan mudah dijangkau, waktu mengantri atau menunggu tidak terlalu lama, saluran komunikasi perusahaan mudah dihubungi, dan jam operasi nyaman.

Parasuraman dalam Tjiptono (2008:108), mengidentifikasikan tangibles sebagai “bukti fisik dalam pelayanan yang meliputi penampilan fasilitas fisik, peralatan, personel, dan bahan-bahan komunikasi perusahaan”. Dari pendapat tersebut dapat penulis simpulkan bahwa dalam pelayanan publik tangibles sangat penting, karena pelayanan membutuhkan bentuk fisik dalam pelaksanaan pelayanan. Bentuk fisik pelayanan akan memudahkan dalam menyampaikan informasi bagi pemberi pelayanan dan juga akan memudahkan para penerima pelayanan dalam mendapatkan informasi tentang pelayanan tersebut. Fasilitas fisik yang dimaksud adalah kantor, peralatan merupakan perlengkapan pemberi pelayanan dalam melaksanakan pelayanan, personel merupakan sumberdaya manusia yang menjadi pemberi pelayanan, sedangkan bahan-bahan komunikasi bisa berupa surat-surat atau juga papan informasi dalam pelaksanaan pelayanan.

Selama penulis melakukan penelitian di Nagari Lansek Kadok, tentang pelayanan air bersih oleh BPABN, sumberdaya manusia yang menjadi pengelola BPABN memiliki tingkat pendidikan rendah serta ketersediaan personil pengelola BPABN juga tidak mencukupi untuk melayani pelanggannya. Dalam melakukan tugasnya pengelola BPABN kurang memperhatikan kinerjanya, hal ini dapat dilihat dari tidak adanya pembukuan yang jelas dalam melukan tugasnya, seperti tidak adanya pembukuan yang jelas tentang data pengaduan pelanggan ataupun pembukuan tentang pelayanan yang diberikan oleh BPABN kepada pelanggannya, sehingga data tidak jelas. Hal ini menunjukkan kurangnya keprofesionalan pengelola BPABN dalam mengerjakan tugasnya sebagai penyelenggara pelayanan publik.

Sedangkan sarana dan prasarana BPABN masih belum memadai dalam pelaksanaan pelayanan, seperti kantor BPABN yang tidak berfungsi dengan semestinya, tidak adanya ruang tunggu, tidak adanya blanco pengaduan yang resmi dan hal tersebut akan membuat pelanggan bingung dalam mendapatkan informasi serta menyampaikan keluhannya. Persediaan fasilitas air bersih yang masih belum memadai, seperti tidak adanya persediaan meteran air untuk mengganti meteran air pelanggan yang rusak, karena hal ini akan mendatangkan masalah dalam penghitungan tagihan pembayaran pelanggan.

c. Responsiveness

Menurut Fitsimmons (dalam Lijan Poltak Sianmbela, dkk, 2006:7) ditandai dengan keinginan melayani konsumen dengan cepat. Melayani pelanggan dengan cepat dan tanggap tanpa menunda-nunda pelayanan merupakan hal penting dalam pelayanan. Sesuai dengan pendapat Inu Kencana (2011:117) yang menjadi unsur pokok pelayanan salah satunya adalah “waktu untuk mengerjakannya relatif cepat”. Ketetapan waktu pelayanan menentukan kepuasan pelanggan.

Sedangkan menurut Parasuraman dalam Tjiptono (2008:108) yang menyatakan responsivitas atau responsiveness yaitu “kesediaan dan kesiapan para karyawan untuk membantu dan melayani para pelanggan dengan segera”. Kesediaan semua karyawan memberikan pelayanan yang segera mungkin merupakan pelayanan yang diinginkan setiap penerima pelayanan, penundaan waktu tidak sesuai dengan asas pelayanan publik karena dalam asas pelayanan publik yang ada dalam UU Nomor 25 Tahun 2009  antara lain adalah “ketetapan waktu, yaitu penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan, serta kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan, yaitu pelayanan dilakukan secara cepat, mudah dan terjangkau”.

Menurut Moenir (2006:41) pelayanan yang diharapkan masyarakat yaitu “adanya kemudahan dalam pengurusan kepentingan dengan pelayanan yang cepat dalam arti tanpa hambatan yang kadangkala dibuat-buat”. Dengan demikian pelanggan memang menginginkan pelayanan yang cepat dan tanggap dari pemberi layanan, rasa tidak puas akan timbul apabila adanya kelambanan-kelambanan yang terjadi pada pelayanan yang diterimanya. Dengan percepatan waktu yang dilkukan untuk melayani pelanggan akan memudahkan pelanggan melakukan sesuatu dengan cepat pula berdasarkan kepada pelayanan yang didapatya.

Menurut  Parasuraman, Zeithaml, dan Berry (dalam Aldri frinaldi, 2012:304) Responsiveness (daya tanggap), yaitu keinginan para penyelenggara pelayanan publik untuk membentuk dan memberikan pelayanan yang cepat tanggap. Dalam penelitian penulis di Kenagarian Lansek Kadok pengelola BPABN kurang tanggap dalam menanggapi pengaduan pelanggan. Hal ini tercermin dari banyaknya pelanggan yang mengeluh atas pelayanan yang diberikan oleh pengelola BPABN kepada meraka, yaitu sebanyak 97 kk pelanggan yang mengeluh dari total pelanggan sebanyak 170 kk. Ketidak tanggapan pengelola dalam menanggapi pengaduan pelanggan seperti memperbaiki kebocoran paralon akan merugikan banyak pelanggan, karena air tidak akan mengalir kepada pelanggan apabila terjadi kebocoran tersebut.

d. Assurance 

Fitsimmons (dalam Lijan Poltak Sianmbela, dkk, 2006:7) menyatakan bahwa assurance ditandai oleh “tingkat perhatian terhadap etika dan moral dalam memberikan pelayanan”. Sikap yang baik, ramah, sopan, dan ramah sangat dituntut dalam pemberian pelayanan karena sikap para pengelola sangat menentukan keberhasilan suatu organisasi. Dengan sikap yang baik dan ramah dari pemberi layanan akan menjadikan tolak ukur penerima pelayanan dalam menilai suatu pelayanan yang diterimanya.

Menurut Parasuraman dalam Tjiptono (2008:108) “kesopanan, meliputi sikap santun, respek, atensi, dan keramahan para pengelola kepada pelanggan”. Dengan demikian sikap yang sopan juga dapat menentukan kepercayaan pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan. Dalam pelayanan air bersih oleh BPABN para pengelola menunjukkan sikap yang baik dan sopan, serta ramah kepada pelanggan. Pengelola BPABN lebih menganggap pelanggan sebagai keluarga satu nagari, sehingga rasa toleransi sering timbul dalam melayani pelanggan. Pengelola BPABN tidak pernah meninggikan nada suara dalam menanggapi pelanggan tidak juga pernah mengacuhkan pelanggan.

Sebagaimana asas pelayanan publik dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 menyatakan bahwa pelayanan yang diberikan harus sama untuk setia penerima pelayanan yaitu “persamaan perlakuan atau tidak diskriminatif”. Dengan memberikan pelayanan yang sama untuk setiap penerima pelayanan dapat mencerminkan sikap dan moral yang baik dari setiap pemberi pelayanan.

Seperti yang dikemukakan oleh Moenir bahwa pelayanan yang diinginkan pelanggan ialah memperoleh pelayanan secara wajar tanpa gerutu, sindiran dan untaian kata-kata lain semacam itu yang nadanya mengarah kepada permintaan sesuatu, atau alasan untuk kesejahteraan. Berdasarkan pendapat tersebut maka pelayanan yang berkualitas para pengelolanya sangat memperhatikan sikapnya pada pelanggan sehingga pelanggan merasa nyaman dalam menyampaikan keluhan, dan merasa nyaman dalam mencari informasi terkait pelayanan yang akan diterimanya.

e. Empati

Fitsimmons (dalam Lijan Poltak Sianmbela, dkk, 2006:7) menyatakan bahwa empati dapat dilihat dari tingkat kemauan untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan konsumen. Rasa ingin tahu pemberi layanan atas kemauan pelanggan serta memberikan pendekatan personal dapat membantu pelanggan dalam mengatasi permasalahan yang dihadapinya. Pemberi layanan akan bertindak sesuai dengan keinginan pelanggannya karena adanya rasa empati, dan rasa empati akan mempengaruhi kepuasan pelanggan.

Menurut Parasuraman dalam Tjiptono (2008:108) 10 dimensi pokok layanan salah satunya adalah kemampuan memahami pelanggan dan kebutuhan spesifik mereka, memberikan perhatian individual, megenai pelanggan regular. Dengan diimplementasikannya hal tersebut maka pelayanan akan berjalan dengan baik dan dapat memahami keinginan pelanggan secara menyeluruh serta personal. Selain itu Lijan Poltak Sinambela (2006:6) menambahkan bahwa untuk mencapai kepuasan pelanggan dituntut pelayanan prima yang tercermin dari “partisipatif, yakni pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat”. Oleh karena itu memperhatikan kebutuhan dan kebutuhan yang diinginkan masyarakat atas pelayanan yang didaptnya dapat meningkatkan kepuasan pelanggan atas pelayanan yang didapatkannya tersebut.

Dalam pengelolaan BPABN para pengelola sering menunjukkan rasa empati pada pelanggan, seperti ada beberapa pelanggan yang mengalami permasalahan dalam pembayaran tagihan air bersih, pengelola BPABN akan memberikan toleransi pada pelanggan tersebut. Ataupun pengelola sering bertindak sesuai kemauan pelanggan seperti seringnya pelanggan meminta pertolongan pengelola untuk memenuhi kebutuhan pelanggan akan peralatan air bersih yang di perlukannya. Dengan demikian rasa empati pengelola BPABN dapat menimbulkan rasa puas pelanggannya atas pelayanan yang diberikan oleh pengelola BPABN.



2. Faktor-faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Pelayanan BPABN di Nagari Lansek Kadok Kabupaten Pasaman.

Untuk melaksanakan pelayanan yang berkualitas yang dapat memberi rasa puas terhadap pelanggan dapat ditentukan oleh persediaan sumberdaya manusia serta sarana dan prasarana yang memadai (tangibles). Jika indikator pelayanan ini dapat terpenuhi dengan maksimal maka tujuan pelayanan akan mudah untuk dicapai. Melihat kondisi sumberdaya manusia yang menjadi pengelola BPABN masih belum memadai untuk menjalankan pelayanan yang semaksimal mungkin, dikarenakan tingkat pendidikan pengelola BPABN yang rendah, serta kurangnya tenaga teknis walaupun memiliki kecakapan dalam mengelola organisasi kemasyarakatan di Nagari. Sedangkan menurut UU Nomor 25 Tahun 2009 standar pelayanan salah satunya adalah jumlah pelaksana, tersedianya pelaksana sesuai dengan beban kerja. Hal ini bertujuan agar semua pekerjaan dan tugas pengelola dapat ditangani dan berjalan dengan baik. Namun dalam BPABN menurut penulis pengelola BPABN masih belum memadai untuk melayani pelanggan yang banyak dikarenakan hanya dua orang yang bertugas melayani pelanggan langsung dilapangan yaitu tenaga teknisi.

Sejalan dengan pendapat Parasuraman dalam Tjiptono (2008:108) kompetensi sumberdaya manusia yang menjadi pemberi pelayanan merupakan “10 dimensi pokok layanan. Kompetensi merupakan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan agar dapat melayani sesuai dengan kebutuhan pelanggan”. Selain itu salah satu asas pelayanan publik berdasarkan kepada UU Nomor 25 tahun 2009 adalah keprofesionalan, yaitu pelaksana pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya. Dengan demikian kemapuan pemberi pelayanan menetukan kualitas pelayanan yang diberikan untuk penerima pelayanan. Standar pelayanan publik berdasarkan UU Nomor 25 tahun 2009 salah satunya adalah kompetensi pelaksana, kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman. Dengan berpedoman kepada standar pelayanan publik serta asas pelayanan publik diatas maka seharusnya untuk menjadi pelaksana pelayanan publik harus mengutamakan kompetensi dan kemampuan para pemberi pelayanan agar pelayanan dapat berjalan dengan baik dengan kualitas pelayanan yang baik pula. Demikian pula pada pelaksanaan pelayanan yang dilakukan oleh BPABN, karena BPABN merupakan penyelenggara pelayanan publik yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat nagari Lansek Kadok dalam pemenuhan kebutuhan mereka akan air bersih. Sehingga para pelanggan menginginkan pelayanan yang maksimal dari para pengelola BPABN.

Sarana dan prasarana BPABN yang belum memadai untuk mengatasi kerusakan aliran air bersih di Nagari Lansek Kadok, seperti tidak sempurnanya pipa paralon aliran air yang menyebabkan banyak pipa paralon sambungan pelanggan yang bocor karena tidak sesuainya paralon dengan kapasitas air yang ada, selain tiu tidak adanya ketersediaan meteran air untuk mengganti meteran pelanggan yang rusak sehingga pelanggan mengeluhkan hal itu.. Perkantoran BPABN yang tidak berfungsi dengan semestinya yang mengakibatkan pelanggan sulit untuk berkomunikasi dengan pengelola BPABN, dan menimbulkan rasa tidak nyaman pelanggan akan hal tersebut. Fasilitas atau prasarana peralatan air bersih yang masih belum memadai sehingga sering terjadi kerusakan aliran air bersih, serta meteran air pelanggan yang masih banyak mengalami kerusakan dikarenakan tidak adanya persediaan oleh BPABN. Penyebab kurang memadainya sarana dan prasarana BPABN ini adalah kurangnya dana masukan BPABN, sehingga persediaan dana untuk melengkapi sarana dan prasarana BPABN tidak dapat terpenuhi. Hal ini dikarenakan dana BPABN hanya berasal dari tagihan air bersih pelanggan, sedangkan pendapatan BPABN tersebut tidak pernah tetap sehingga para pengelola agak kesulitan untuk mengalokasikan dana yang ada.

Sarana dan prasarana merupakan salah satu standar pelayanan publik menurut UU Nomor 25 Tahun 2009, selain itu juga adanya fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan. Dengan demikian sarana dan prasarana pelayanan harus memadai dalam pelayanan karena merupakan salah satu standar pelayanan. Menurut Supranto dan Sugiyanto (2001:17) manfaat standar pelayanan ada dua yaitu (1) Merupakan jaminan mutu pelanggan, dan (2) Merupakan ukuran baku mutu yang harus ditampilkan oleh para petugas pelayanan.

Karena tidak memadainya sarana dan prasarana pelayanan BPABN menyebabkan kurang optimalnya pelayanan yang diberikan untuk pelanggannya. Sebagai penyelenggara pelayanan air bersih seharusnya pengelola lebih memperhatikan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan tersebut, dikarenakan kebutuhan air pelanggan sangat tergantung pada kinerja pengelola BPABN.

3. Solusi yang Tepat dalam Mengatasi Faktor-faktor Penghambat Pelaksanaan Pelayanan BPABN di Nagari Lansek Kadok Kabupaten Pasaman.

Faktor-faktor penghambat yang dialami oleh BPABN dalam pelaksanaan pelayanannya di Nagari Lansek Kadok Kabupaten Pasaman dapat diatasi dengan solusi yang tepat seperti, dalam permasalahan sumberdaya manusia yang kurang memadai seharusnya diadakan peningkatan mutu sumberdaya manusia tersebut. Memberikan pemahaman terhadap pengelola tentang pelayanan yanng berkualitas yang dapat menimbulkan rasa puas dari pelanggan. Keterampilan pengelola dalam melayani pelanggan akan meningkatkan loyalitas pelanggan terhadap pelayanan tersebut juga akan meningkat, serta dapat meningkatkan daya saing para pengelola dalam memberikan layanan kepada pelanggan.

Sedangkan untuk mengatasi permasalahan dalam hal sarana dan prasarana yang paling utama adalah dengan meningkatkan pendapatan, dan mengatur kembali pengalokasian dana BPABN, sehingga dapat melengkapi fasilitas pelayanan BPABN dan memberikan kenyamanan pada pelanggan sehingga pandangan negatif pelanggan akan berkurang. Untuk mewujudkan peningkatan penadapat BPABN dapat dilakukan apabila adanya badan hukum yang jelas mengatur tentang pelayanan BPABN sehingga para pengelola bisa tegas terhadap pelanggan yang enggan membayar tagihan air bersihnya.

Pengelola BPABN harusnya lebih meningkatkan kinerjanya dalam menangani permsalahan yang sering terjadi, seharusnya pengelola BPABN melakukanan pengecekan rutin terhadap pipa paralon aliran air, serta pengecekan meteran air pelanggan, agar kerusakan-kerusakan yang terjadi dapat terhindar.

Selain itu pengelola BPABN juga harus lebih memperhatikan keinginan pelanggan karena keinginan pelanggan yang terpenuhi dapat meningkatkan rasa puas pelanggan, pelangganpun akan loyal terhadap pelayanan yang didapatkannya dari pengelola BPABN. Menurut Inu kencana menyatakan pelyanan terdiri dari tiga unsur pokok dan salah satunya adalah mutu yang relatif bagus. Dengan demikian pengelola BPABN harus ebih meningkatkan pelayanan agar lebih bermutu, agar pelanggan dapat menikmati pelayanan yang diberikan oleh BPABN dengan baik pula.

Pelayanan yang berkualitas menurut Fitsimmons (dalam Lijan Poltak Sianmbela, dkk, 2006:7) ditandai dengan tangibles yaitu “penyediaan sumberdaya manusia dan sumberdaya lainnya”. Menurut Lijan Poltak Sinambela (2006:6) “untuk mencapai kepuasan pelayanan dituntut kualitas pelayanan yang prima salah satunya kondisional, yaitu pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisien dan efektifitas”. Sedangkan menurut Parasuraman dalam Tjiptono (2008:108) yang menjadi 10 pokok layanan antara lain adalah “kompetensi yaitu penguasaan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan agar dapat melayani sesuai dengan kebutuhan pelanggan, dan bukti fisik (tangibles) yang meliputi penampilan fisik, peralatan, personel dan bahan-bahan komunikasi perusahaan atau organisasi”.

Dari pendapat-pendapat diatas dapat penulis simpulkan bahwa untuk mengatasi faktor-faktor penghambat yang dialami oleh BPABN, harus memperhatikan aspek-aspek di atas agar pelayanan yang diberikan berkualitas dan dapat memuaskan semua pelanggannya. Pengelola BPABN juga harus memperhatikan keterampilannya dalam melayani pelanggan, dikarenakan keterampilan pengelola merupakan aspek penting untuk mengetahui kebutuhan yang diinginkan oleh setiap pelanggan BPABN. Selain itu ketersediaan personil yang memadai dalam pelaksanaan pelayanan akan lebih memudahkan dalam pelaksanaan pelayanan, sehingga pelanggan akan lebih mudah untuk dilayani, dan tidak harus terlalu lama menunggu gilran untuk mendapatkan pelayanan dari pengelola BPABN.



BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian serta pembahasan, maka dapat diambil kesempulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pelayanan air bersih oleh BPABN di Nagari Lansek Kadok Kabupaten Pasaman, belum telaksana dengan optimal dikarenakan dari lima indikator kualitas pelayanan menurut Fitsimmons (dalam Lijan Poltak Sinambela, 2006:7) hanya dua indikator yang terlaksana dengan baik yaitu assurance dan empati. Sedangkan tiga indikator lain belum terlaksana dengan baik, yaitu 1) Reliability, yang ditandai dengan pelayanan yang tepat dan benar sesuai dengan kewajiban pemberi pelayanan, namun pelayanan yang diberikan oleh BPABN kepada pelanggan masih belum tepat dan benar, 2) Tangibles, yang ditandai dengan memadainya sumberdaya manusia seperti lengkapnya personil pelaksanan pelayanan serta memiliki kualitas pendidikan dan pengathuan tentang pelayanan publik, dan sumberdaya lainnya seperti sarana dan prasana pelayanan juga harus memadai. Namun BPABN belum memadainya penyediaan sumberdaya manusia dan sumberdaya lainnya seperti sarana dan prasarana tersebut, 3) Responsiveness, ditandai dengan keinginan memberikan pelayanan yang cepat kepada pelanggan, namun belum adanya pelayanan yang cepat dari pengelola BPABN untuk pelanggannya. Pengelola BPABN masih lama dalam menaggapi pengaduan pelanggan.

2. Faktor-faktor penghambat pelaksanaan pelayanan BPABN di Nagari Lansek Kadok Kabupaten Pasaman yang ditemui dilihat dari dua aspek yang termasuk kedalam indikator kualitas pelayanan publik yaitu tangibles. Belum memadainya sumberdaya manusia yang menjadi pengelola BPABN, serta sarana dan prasarana BPABN yang belum memadai dalam pelaksanaan pelayanan air bersih untuk masyarakat Nagari Lansek Kadok Kabupaten Pasaman.

3. Untuk solusi yang tepat dalam mengatasi faktor-faktor penghambat pelaksanaan pelayanan BPABN di Nagari Lansek Kadok Kabupaten Pasaman yang paling utama adalah meningkatkan mutu sumberdaya manusia yang menjadi pengelola BPABN dengan cara memberikan pemahaman yang lebih tentang pelayanan publik, atau juga memberikan pelatihan. Selain itu meningkatkan pendapatan ataupun masukan dana BPABN juga merupakan solusi yang tepat, agar dapat memenuhi kekurangan sarana dan prasarana pelayanan air bersih oleh BPABN.

B. Saran

1.	Untuk melaksanakan pelayanan yang optimal serta dapat memuaskan pelanggan, hendaknya BPABN membenahi lagi pelayanan yang diberikan, seperti melakukan kewajiban yang menjadi tugas pokok BPABN dengan benar yaitu menjaga kelancaran air sampai kepada pelanggan, menjaga meteran air tetap berfungsi dengan baik serta memberikan pelayanan yang semaksimal mungkin pada pelanggan BPABN. Seharusnya pelayanan BPABN untuk pelanggan yaitu masyarakat Nagari Lansek Kadok Kabupaten Pasaman terlaksana dengan tepat dan benar, lebih memperhatikan respon yang diberikan pelanggan atas pelayanan yang diberikan oleh pengelola BPABN untuk pelanggan.

2. Seharusnya pengelola BPABN lebih memperhatikan dan membuat sarana kantor agar berfungsi dengan semestinya, karena kantor merupakan pusat informasi, serta tempat pengaduan pelanggan agar pelanggan tidak merasa kebingungan untuk menyampaikan keluhannya. Selain itu fasilitas pelayanan harusnya memadai agar tidak terganggunya pelaksanaan pelayanan, sehingga pelanggan tidak merasa risih atas pelayanan yang diterimanya dengan demikian dapat menimbulkan rasa loyalitas pelanggan. Selain itu pengelola BPABN harus lebih meningkatkan kompetensinya dalam melayani pelanggan agar dapat memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan. Serta menambah personel pengelola agar lebih seimbang dengan kebutuhan pelayanan pelanggan dengan pelayanan yang diberikan.

3. Pengelola BPABN harusnya menjelaskan waktu pelaksanaan pelayanan agar pelanggan tidak mengeluh atas waktu pelayanan yang diberikan oleh pengelola BPABN. Dengan cara membuat jadwal kerja pelayanan sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan para pengelola, agar pelanggan dapat mengetahui waktu pelayanan yang tepat untuk mendapatkan pelayanan dari pengelola BPABN. Karena suatu pelayanan tersebut harusnya dilaksanakan dengan waktu yang singkat tanpa adanya penundaan, apalagi terkait dengan pelayanan air bersih yang merupakan kebutuhan pokok setiap pelanggan BPABN, sebab sumber air bersih pelanggan hanya berasal dari air bersih yang dialirkan BPABN kepada pelanggan.

4. Bagi pelanggan yang tidak memdapatkan air bersih dengan lancar diharapkan membuat penampungan air yang lebih besar agar persedian air bersih pelanggan dapat mencukupi kebutuhan pelanggan yang bersangkutan, agar tidak selalu mengeluhkan kekurangan air bersih serta mengeluhkan aliran air yang tidak lancar.
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Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

Pelayanan Air Bersih Oleh Badan Pengelolaan Air Bersih Nagari (BPABN) Di Nagari Lansek Kadok Kabupaten Pasaman.

A. Pengawas BPABN

1. Apakah BPABN telah melaksanakan pelayanan sudah sesuai dengan kewajiban mereka?

2. Bagaimanakah pembagian tugas pengelola demi kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik agar sesuai dengan standar pelayanan publik pada BPABN?

3. Apakah sumber daya manusia atau pekerja yang menjadi pengelola BPABN sudah memiliki kecakapan atau kemampuan dalam organisasi kemasyarakatan untuk mengelola BPABN?

4. Apakah sarana dan prasarana dan/atau fasilitas BPABN sudah memadai dalam pelaksanaan pelayanan ?

5. Apakah para pengelola BPABN melayani pelanggan dengan cepat dan dengan menunjukkan sikap yang baik dan ramah ?

B. Pengelola BPABN Lansek Kadok

1. Apa sajakah syarat-syarat jadi pelanggan BPABN ?

2. Apakah pelaksanaan pelayanan sudah sesuai dengan tugas dan kewajiban BPABN ?

3. Apakah pelayanan yang diberikan sudah sesuai dengan yang diharapkan pelanggan ?

4. Apakah pelanggan pernah mengajukan pengaduan/mengeluh atas pelayanan yang diberikan ?

5. Kemana dan pada siapa pelanggan bisa menyampaikan keluhannya ?

6. Apakah pelayanan yang diberikan kepada pelanggan dilakukan dengan waktu yang cepat ?

7. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menanggapi pengaduan pelanggan ?

8. Apakah sarana dan prasarana dan/atau fasilitas sudah memadai dalam pelaksanaan pelayanan kepada pelanggan ?

9. Apakah para pengelola memiliki kemampuan dan kecakapan yang baik dalam melayani pelanggan ?

10. Bagaimana tingkat pendidikan pengelola BPABN ? Apakah BPABN mengutamakan pendidikan untuk menjadi pengelola BPABN ? Kenapa ?

11. Apakah pengelola melayani pelanggan dengan ramah ?

12. Bagaimana kejelasan biaya pelayanan yang diterimah oleh pelanggan ? apakah biaya pelayanan sudah pasti ?

13. Apakah air mengalir dengan lancar kerumah pelanggan ? jika tidak kenapa ?

14. Apakah ada faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pengelolaan BPABN ?

15. Apakah ada faktor penghambat dalam pelaksanaan pelayanan BPABN?

16. Bagaimana solusi yang tepat dalam mengatasi kendala dan penghambat yang ada ?

17. Apakah pengelola melakukan pengecekan rutin pada aliran air bersih ?

C. Pelanggan BPABN

1. Apakah pelayanan yang diberikan oleh pengelola BPABN sudah sesuai dengan tugas dan kewajiban mereka ?

2. Apakah pelayanan yang diberikan oleh BPABN telah sesuai dengan yang bapak/ibu harapkan ?

3. Apakah air bersih mengalir dengan lancar kerumah bapak/ibu ?

4. Apakah air bersih sering tidak mengalir ke rumah bapak/ibu ?

5. Apakah sering terjadi kerusakan pada aliran air bersih ?

6. Jika terjadi kerusakan apakah pengelola BPABN memperbaikinya dengan cepat?

7. Apakah air bersih yang mengalir kerumah bapak/ibu masih mengandung kotoran ?

8. Apakah bapak/ibu pernah menyampaikan keluhan kepada pengelola BPABN ?

9.Kemana bapak/ibu menyampaikan keluhan tersebut ?

10. Siapa yang pertama kali bapak/ibu temui untuk menyampaikan keluhan ?

11. Bagaimana sikap yang ditunjukkan pengelola BPABN dalam melayani bapak/ibu ?

12. Apakah pelayanan yang diberikan oleh BPABN dilakukan dengan waktu cepat ?

13. Bagaimana menurut bapak/ibu tingkat keadilan dalam menerima pelayanan BPABN ?

14. Apakah sarana dan prasarana / fasilitas BPABN menurut bapak/ibu sudah memadai ?

15. Apakah bapak/ibu melakukan kewajiban sebagai pelanggan BPABN tepat waktu ?



16. Menurut bapak/ibu, apakah biaya pelayanan yang ditetapkan oleh BPABN tergolong wajar ?

17. Apakah pengelola BPABN memeriksa meteran air dengan rutin ?
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[image: ]Lampiran 2

Bak 1 penampungan sumber mata air BPABN Lansek Kadok











































Bak 2 penampungan air BPABN Lansek Kadok
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Bak 3 penampungan Air BPABN Lansek Kadok
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Pipa paralon BPABN Lansek Kadok yang melewati sungai Koto Panjang
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Pipa paralon sambungan untuk Pelanggan yang bocor
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Pipa paralon sambungan untuk pelanggan yang diperbaiki sendiri oleh pelanggan.
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Wawncara dengan Bapak Firdaus,S,Pd selaku Pengawas BPABN Lansek Kadok
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Wawancara dengan Ibu Ernis pelanggan BPABN Lansek Kadok
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Air Bersih yang masih bercampur dengan kotoran dalam bak penampungan pelanggan
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Pipa paralon sambungan pelanggan tanpa meteran
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